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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Realisasi adalah langkah yang perlu dilakukan agar sesuatu menjadi
nyata, serta pelaksanaan yang konkret untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Realisasi anggaran adalah tahap pelaksanaan dari semua rencana dan alokasi
vang telah ditetapkan oleh organisasi publik (Assidigi, 2016). Tujuan dari
realisasi anggaran adalah memastikan bahwa pengelolaan sumber daya
keuangan dikelola secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan prioritas
yang telah ditentukan. Realisasi anggaran merupakan tahap implementasi dari
perencanaan anggaran yang dilakukan sebelumnya, setiap pengeluaran dalam
realisasi anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan serta dilaporkan
kepada masyarakat agar penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan
kepentingan masyarakat.

Pemerintah daerah menetapkan sasaran kinerja untuk setiap pendapatan
dan belanja daerah, baik di tingkat daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), maupun untuk program dan kegiatan tertentu. Pendapatan daerah
scharusnya sesuai dengan seluruh anggaran yang telah ditetapkan agar
pemerintah daerah memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan
berbagai program dan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan
realisasi pendapatan yang optimal, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan
layanan publik, infrastruktur, dan pembangunan daerah secara efektif. Di sisi
lain, belanja seharusnya tidak direalisasikan seluruh anggaran, karena hal ini
dapat mengindikasikan adanya pemborosan atau penggunaan dana yang tidak
efisien. Dengan tidak menghabiskan seluruh anggaran, pemerintah daerah
dapat mengalokasikan sisa dana untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak
atau untuk cadangan di masa depan, sehingga menciptakan pengelolaan
keuangan yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan
kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja realisasi anggaran yang baik menciptakan

keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Ketika pendapatan lebih tinggi
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dan belanja lebih rendah, pemerintah daerah dapat mencapai tujuannya
dengan lebih efektif. Hal ini juga berkontribusi pada akuntabilitas dan
transparansi dalam pengelolaan keuangan, yang merupakan aspek penting
dalam membangun kepercayaan masyarakat. Olch karena itu, harapan akan
kondisi kinerja ini sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan
pertumbuhan pemerintah daerah dalam jangka panjang.

DPRD Kota Bogor telah secara resmi menetapkan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 dalam rapat paripurna yang
berlangsung pada 21 November 2022. Berdasarkan persetujuan dari semua
anggota DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), APBD 2023
menunjukkan peningkatan sebesar RpS00 miliar dibandingkan tahun lalu.
Ketua DPRD Atang Trisnanto, mengungkapkan bahwa peningkatan ini
didorong oleh tambahan biaya transfer daerah dan penetapan yang lebih cepat
dari target yang telah ditentukan pada 30 November.

Atang menekankan bahwa kenaikan APBD ini menjadi sinyal positif
untuk Pemerintah Kota Bogor, yang diharapkan dapat memaksimalkan
penggunaan anggaran untuk mengatasi berbagai masalah mendasar
masyarakat. APBD 2023 juga merupakan anggaran terakhir bagi Wali Kota
Bima Arya dan Wakil Wali Kota Dedie Rachim, yang akan difokuskan pada
penyelesaikan visi dan misi pembangunan yang terdapat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024.

Dalam kerangka RPJMD, terdapat tiga misi utama yang harus dicapai:
Kota Bogor Sehat, Kota Bogor Cerdas, dan Kota Bogor Sejahtera. Atang
mengakui bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti belum
meratanya akses BPJS, kurangnya fasilitas kesehatan seperti puskesmas, serta
kebutuhan akan sekolah negeri yang memadai. Selain itu, dampak dari
pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan juga
menjadi perhatian utama.

DPRD Kota Bogor mendorong Pemerintah Kota untuk menjalankan
program-program yang telah ditetapkan dalam APBD 2023, termasuk
penyelesaian Masjid Agung dan permasalahan di sektor pendidikan,

keschatan, dan ekonomi. Dengan target pendapatan mencapai Rp3,08 triliun,
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yang terdiri dari pendapatan transfer daerah sebesar Rp1,5 triliun, pendapatan
asli daerah Rpl,3 triliun, dan pembiayaan dacrah Rp280 miliar, seluruh
pendapatan ini direncanakan untuk membiayai belanja dacrah yang besarnya
setara. Secara keseluruhan, penetapan APBD 2023 diharapkan dapat
mendorong pencapaian target pembangunan yang lebih baik dan
menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, schingga Kota Bogor dapat
menjadi kota yang lebih baik dan ramah keluarga.

Laporan realisasi anggaran daerah memberikan informasi mengenai
pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Menurut Hasiara (2009), pendapatan
daerah mencakup semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dalam
periode anggaran tertentu. Pendapatan ini dibagi ke dalam beberapa
kelompok, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan
sah lainnya. Belanja daerah merujuk pada semua pengeluaran kas yang
menjadi beban daerah dalam periode anggaran tertentu, yang dikelompokan
menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja
transfer. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan yang bertujuan untuk
menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah, yang juga
dikelompokkan menjadi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Alfiani et al. (2024), dalam
studi “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Bogor
tahun anggaran 2017-2022”. Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sangat efektif, dengan rata-rata 115,43%. Sementara itu, rasio efisiensi
menunjukkan kinerja yang efisien, dengan rata-rata 61,47%. Rasio
pertumbuhan pendapatan positif sebesar 7,50%. Di sisi lain, rasio derajat
desentralisasi berada pada kategori sedang. dengan nilai rata-rata 39,98%,
sedangkan rasio ketergantungan pemerintah daerah sangat tinggi, mencapai
54,35%. Terakhir, rasio kemandirian dikategorikan partisipatif, dengan rata-
rata 73,63%, yang menggambarkan adanya keterlibatan masyarakat dalam
mendukung pendanaan daerah.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Faisal (2024), dalam studi
“Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan tahun anggaran 2018-2023”. Rasio efektivitas
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan hasil yang sangat efektif,
dengan rata-rata mencapai 103%. Sementara itu, rasio efisiensi dinyatakan
cukup efisien dengan rata-rata sebesar 94%. Rasio pertumbuhan pendapatan
positif sebesar 7%. Di sisi lain, rasio derajat desentralisasi berada pada
kategori sangat baik dengan nilai rata-rata 57%, dan rasio ketergantungan
menunjukkan tingkat yang tinggi, mencapai 47,55%. Terakhir, rasio
kemandirian dikategorikan delegatif, dengan hasil rata-rata 137%, yang
menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang signifikan dalam
mendukung pendanaan daerah.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Syukri et al. (2022), dalam
studi “Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun anggaran 2018-2020”. Rasio
efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan efektif dengan rata-
rata mencapai 92,23%. Sementara itu, rasio efisiensi menunjukkan hasil yang
sangat efisien dengan rata-rata sebesar 12,28%. Rasio pertumbuhan
pendapatan positif sebesar 12,56%. Di sisi lain, rasio derajat desentralisasi
dinyatakan kurang dengan nilai rata-rata 13,48%, sedangkan rasio
ketergantungan pemerintah daerah sangat tinggi mencapai 84,50%. Terakhir,
rasio kemandirian dikategorikan instruktif dengan rata-rata 16,41%, yang
menunjukkan perlunya arahan yang lebih jelas dalam meningkatkan
kemandirian finansial daerah.

Pentingnya analisis Kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja
dacrah adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang pengelolaan
pendapatan dan belanja oleh pemerintah daerah, serta mengidentifikasi
potensi permasalahan yang mungkin timbul. Hal ini sangat penting mengingat
terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Analisis
kinerja APBD merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah.
Khususnya bagi Pemerintah Kota Bogor, yang merupakan salah satu kota
besar di Indonesia, pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif sangat
diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. APBD berfungsi
scbagai alat perencanaan dan pengalokasian sumber daya untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat dan melaksanakan program pemerintah.
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1.2

Alasan penulis memilih Pemerintah Daerah Kota Bogor adalah karena
kota ini merupakan salah satu kota besar di Jawa Barat, dengan pertumbuhan
penduduk yang signifikan dan dinamika sosial ekonomi yang kompleks, yang
mempengaruhi kebutuhan layanan publik dan alokasi anggaran. Kota Bogor
memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata dan ckonomi kreatif, yang
menjadi sumber pendapatan daerah. Pada tahun 2019-2023, Kota Bogor
menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak dari pandemi COVID-19
yang mempengaruhi kondisi ekonomi secara kescluruhan. Dengan
menganalisis realisasi anggaran selama periode ini, dapat dievaluasi
bagaimana Pemerintah Kota Bogor menyesuaikan strategi keuangannya
untuk menghadapi tantangan yang ada, serta bagaimana respons kebijakan
anggaran tersebut terhadap kebutuhan masyarakat dan prioritas
pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bertujuan untuk memahami lebih
dalam tentang Kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) di Pemerintah Kota Bogor, maka penulis tertarik menyusun Tugas
Akhir dengan judul “Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2023”

Cakupan Pembahasan Tugas Akhir

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan
masalah penelitian dalam penulisan Tugas Akhir adalah mengenai kinerja
realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Bogor
tahun 2019-2023. Oleh karena itu, cakupan pembahasan Tugas Akhir adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Bogor selama
periode 2019-2023?
Bagaimana ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kota Bogor
selama periode 2019-2023?

Bagaimana kinerja realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor dilihat dari

[

LY )

tingkat efektivitas pendapatan selama periode 2019-2023?

4. Bagaimana kinerja realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor dilihat dari
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tingkat efisiensi selama periode 2019-20237

5. Bagaimana kinerja realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor dilihat dari
tingkat pertumbuhan pendapatan selama periode 201920237

6. Bagaimana Kinetja realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor dilihat dari
varians anggaran pendapatan selama periode 2019-20237

7. Bagaimana kinerja realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor dilihat dari

derajat desentralisasi selama periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir
Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dari penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Mengukur dan menilai kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota
Bogor.

2. Mengukur dan menilai ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kota
Bogor.

3. Mengukur dan menilai efektivitas pendapatan daerah Pemerintah Kota
Bogor.

4. Mengukur dan menilai efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kota Bogor.

5. Mengukur dan menilai tingkat pertumbuhan pendapatan daerah
Pemerintah Kota Bogor.

6. Mengukur dan menilai varians anggaran pendapatan daerah Pemerintah
Kota Bogor.

7. Mengukur dan menilai derajat desentralisasi dacrah Pemerintah Kota

Bogor.

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan dapat
memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat bagi dunia akademik
Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang
perbandingan antara teori dan praktik, serta menambah referensi yang

dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya mengenai realisasi anggaran.
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2. Manfaat bagi pemerintah daerah
Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi
bahan pertimbangan untuk mengevaluasi, serta meningkatkan kinerja
pengelolaan APBD di masa mendatang.

3. Manfaat bagi pembaca
Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan
wawasan, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan terkait kinerja realisasi anggaran pemerintah

daerah dan sebagai referensi untuk pembuatan tugas akhir.
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BAB 11
KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah

Menurut Permendagri Nomor 65 Tahun 2007, pemerintah dacrah adalah
pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah dacrah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang menekankan asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang scluas-luasnya dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah
sebagai unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah daerah merupakan struktur pemerintahan yang dibentuk
berdasarkan prinsip desentralisasi, yang bertujuan mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat (Mardiasmo, 2018). Lembaga ini memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat daerah dengan
maksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Anangkota, 2017).
Pemerintah daerah merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk
mengelola urusan pemerintahan serta memberikan pelayanan publik di suatu

wilayah tertentu (Sugiyono, 2018).

2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, laporan keuangan
pemerintah daerah merupakan serangkaian laporan yang disusun untuk
memberikan gambaran mengenai posisi dan kinerja keuangan dalam periode
tertentu. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban yang disusun
oleh pemerintah daerah untuk menggambarkan keadaan keuangan selama
periode tertentu (Mahmudi, 2019). Selain itu, laporan ini harus mencerminkan
kondisi keuangan yang sebenarnya dan dapat digunakan sebagai dasar

perencanaan serta pengambilan keputusan (Kemenkeu RI, 2020).
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2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan publikasi adalah ringkasan dari data keuangan
organisasi yang telah disusun, diklasifikasikan, dan dikelompokkan
(Mahmudi, 2019). Oleh karena itu, untuk menilai apakah kondisi keuangan
suatu organisasi tergolong schat atau tidak, dapat merujuk pada laporan
keuangannya. Berikut adalah tujuan penyajian laporan keuangan bagi
pemerintah daerah:
1. Memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan

ekonomi, sosial, dan politik.

2. Menjadi alat akuntabilitas publik.
3. Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan

organisasi.

Tujuan laporan keuangan menurut SAP

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat
keputusan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, dan politik. Adapun
cara penyajiannya adalah sebagai berikut:
I. Memberikan informasi tentang posisi sumber daya ekonomi serta ekuitas

pemerintah.

o

Memberikan informasi tentang perubahan posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, serta ekuitas pemerintah.

3. Memberikan informasi tentang sumber, alokasi, serta penggunaan sumber
daya ekonomi.

4. Memberikan informasi tentang kepatuhan terhadap anggaran yang telah

ditetapkan.

Memberikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai

w

aktivitasnya serta memenuhi kebutuhan kas.

6. Memberikan informasi tentang kemampuan pemerintah dalam membiayai
kegiatan pemerintah.

7 Memberikan informasi yang berguna untuk menilai kemampuan entitas

pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

w
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2.2.3 Manfaat Laporan Kenangan Pemerintah Dacrah

Banyak pihak masih menganggap laporan keuangan hanya sebagai
formalitas untuk memenuhi peraturan, schingga publikasinya tidak
dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Keputusan investasi sering kali
dipengaruhi oleh faktor lain, seperti keamanan, stabilitas politik, dan
infrastruktur, bukan oleh laporan keuangan pemerintah dacrah. Rendahnya
budaya akuntabilitas dan pembuatan laporan keuangan menjadi salah satu
penyebab kurangnya pemanfaatan laporan tersebut. Selain itu, sikap
emosional masyarakat dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik
mengurangi efektivitas laporan keuangan (Mahmudi, 2019). Namun, jika
laporan keuangan dipelajari dengan kritis, pembaca akan menemukan
informasi penting yang dapat mendukung pengambilan keputusan.

Manfaat penyajian laporan keuangan secara spesifik meliputi:

1. Menyediakan informasi keuangan untuk menilai dan memperkirakan
kesehatan keuangan pemerintah, yang meliputi tingkat likuiditas,
leverage, solvabilitas, surplus/defisit, serta kesinambungan fiskal.

2. Menyediakan informasi keuangan untuk memantau kinerja, kesesuaian
dengan peraturan, kontrak yang telah disepakati, serta ketentuan lainnya.

3. Menyediakan informasi untuk menilai dan memperkirakan kondisi
ckonomi suatu pemerintahan serta perubahan yang telah dan akan terjadi.

4. Menyediakan informasi untuk perencanaan dan penganggaran.

5. Menyediakan informasi untuk menilai kinerja manajerial serta
organisasional:

a. Mengidentifikasi biaya program, fungsi, dan aktivitas untuk
mempermudah analisis serta perbandingan dengan kriteria yang telah
ditentukan, dan membandingkan dengan kinerja periode sebelumnya
atau unit pemerintah lainnya

b. Menilai tingkat ekonomi, efektivitas, dan efisiensi dari operasi,
program, aktivitas, serta fungsi tertentu dalam pemerintahan.

¢. Menilai tingkat pemerataan dan keadilan (equity & equality).

d. Menilai hasil (ourcome) dari suatu program, aktivitas, dan fungsi, serta

efekuivitas dalam mencapai tujuan dan target.
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2.2.4 Karakteristik Laporan Kenangan Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah harus terus berusaha untuk meningkatkan lalita
laporan keuangannya (Mahmudi, 2019). Laporan keuangan yang disajilan
oleh pemerintah daerah dianggap berkualitas jika memenuhi ciri-ciri berikut
1. Relevan: Informasi dalam laporan keuangan harus bermanfaat bagi
pengguna dalam pengambilan keputusan, yang mencakup:
a. Predictive Value: Laporan keuangan dapat membantu memprediksi
kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa depan.
b. Feedback Value: Laporan keuangan berguna untuk mengevaluasi
kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik yang berguna untuk
perencanaan dan perbaikan di masa datang.
c. Timeliness: Laporan keuangan harus dipublikasikan tepat waktu. Nilai

informasi akan berkurang jika disampaikan terlambat.

o

Andal (Reliability): Informasi dalam laporan keuangan harus dapat
dipercaya, tidak menyesatkan, dan bebas dari unsur manipulasi. Laporan
keuangan yang andal memiliki ciri berikut:

a. Faithfulness of Presentation: Laporan keuangan harus bebas dari
kesalahan material dan tidak mengandung manipulasi.

b. Verifiability: Informasi dalam laporan keuangan dapat dibuktikan
kebenarannya melalui proses audit.

c. Neutrality: Laporan harus disajikan tanpa kecenderungan atau bias
terhadap kepentingan kelompok tertentu.

3. Dapat dibandingkan (Comparability): Laporan keuangan harus dapat
digunakan untuk membandingkan kinerja masa lalu atau Kinerja
organisasi lain yang sejenis.

4. Dapat dipahami (Understandability): Laporan keuangan harus

menyajikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti oleh

para pengguna laporan.

2.2.5 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2019), laporan keuangan utama yang perlu disusun

oleh pemerintah daerah meliputi:
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I. Laporan Realisasi Anpparan (LRA): Menyediakan informas yang
membandingkan realisasi dengan anggaran pendapatan. belanja. dan
pembiayaan untuk setiap fungsi, organisasi dan kategori selama satu tahun
anggaran,

2. Neraca: Menyampaikan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah
daerah yang berkaitan dengan aset, kewajiban, dan ckuitas dana pada
akhir tahun anggaran,

3. Laporan Arus Kas (LAK): Memberikan informasi tentang aliran kas yang
berhubungan dengan kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan,
yang mencakup saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas
pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): Menyediakan informasi yang
mencakup penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang terdapat

dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Menurut Permendagri Nomor 65 tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah
yang dibahas dan disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta
ditetapkan melalui Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan
tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur
pendapatan serta belanja daerah. APBD berperan sebagai alat untuk mencapai
tujuan pembangunan daerah serta memberikan layanan publik secara efisien
dan efektif. Dokumen ini juga mencerminkan prioritas program dan kegiatan
yvang akan dijalankan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran

(Mardiasmo, 2018).

2.3.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

—— -

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki
heberapa fungsi sebagai berikut:

| Fungsi Otorisasi: Menjadi dasar untuk pelaksanaan pendapatan dan

N
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belanja di tahun yang bersangkutan.

ro

Fungsi Perencanaan: Berperan sebagai panduan bagi pemerintah dalam

merencanakan kegiatan sclama tahun tersebut,

3. Fungsi Pengawasan: Menjadi pedoman untuk mengevaluasi apakah
pelaksanaan kegiatan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Fungsi Alokasi: Dityjukan untuk menciptakan lapangan  kerja.
mengurangi pengangguran, meminimalkan pemborosan sumber daya.
serta meningkatkan efisiensi dan efcktivitas ekonomi.

5. Fungsi Distribusi: Kebijakan APBD perlu mempertimbangkan prinsip
keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi Stabilisasi: Berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan dan

mencapai keseimbangan dalam perekonomian daerah.

2.3.3 Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki

beberapa tujuan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum: Berfungsi sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan
pendapatan dan belanja daerah.

2. Perencanaan dan Pengendalian: Sebagai alat perencanaan yang sistematis
untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

3. Pelaksanaan Program: Menyediakan sumber daya untuk melaksanakan
program dan kegiatan pemerintah daerah.

4. Pengawasan: Menjadi alat untuk pengawasan dalam penggunaan
anggaran dan pencapaian target.

Keadilan dan Pemerataan: Mendorong keadilan dan pemerataan dalam

LV ]

pembangunan antar daerah.

2.3.4 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, struktur atau komponen
A PBD merupakan satu kesatuan yang mencakup:
| Pendapatan Daerah

Pendapatan dacrah vang dianggarkan dalam APBD mencakup semua
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penenimann vang melaho rekenng kae \ ¢ A

dikembalikan oleh daerah, certa penerimam lan yang sfanml

setgle v an

ketentuan peraturan perundang undangan dan diakur sebaga p
ckuitas vang merupakan hak daerah dalam sam angearan Pendapatin
dacrah terdin dan:

a. Pendapatan Asli Daerah: Penerimaan yang diterima oleh daerah cecum
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli
dacrah dirinci berdasarkan jenis, meliputi pajak daerah, retribusi
dacrah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-
lain PAD yang sah.

b. Pendapatan Transfer: Dana yang berasal dari pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya. Pendapatan transfer dirinci menurut jenis,
meliputi:

1) Transfer pemerintah pusat

(a) Dana perimbangan, terdiri atas rincian objek:

i. Dana transfer umum, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan
Dana Alokasi Umum (DAU).

ii. Dana transfer khusus, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK)
fisik dan non-fisik.

(b) Dana insentif daerah adalah dana yang berasal dari APBN dan
dialokasikan untuk pemerintah daerah tertentu berdasarkan
kriteria spesifik.

(c) Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk
daerah yang memiliki otonomi khusus.

(d) Dana keistimewaan adalah dana yang dialokasikan untuk
daerah istimewa.

(¢) Dana desa adalah dana yang berasal dari APBN yang
dialokasikan untuk desa serta di transfer langsung ke rekening
kas desa. Dana ini digunakan untuk mendanai kegiatan
pemerintah dan pembangunan desa.

2) Transfer antar daerah, yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan

bantuan keuangan.
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C.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah:

1) Pendapatan hibah adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk
uang, barang, dan/atau jasa dari pemerintah pusat, pemerintah
daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha.

2) Dana darurat adalah dana yang bersumber dari APBN dan
disalurkan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan
mendesak yang timbul akibat bencana serta tidak dapat ditangani
oleh pemerintah daerah menggunakan sumber APBD.

3) Pendapatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah mencakup semua pengeluaran dari rekening kas umum

yang tidak perlu dikembalikan dan diakui sebagai pengurang ekuitas, serta

kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah terdiri dari:

a.

Belanja Operasi: Pengeluaran untuk kegiatan rutin pemerintah daerah
yang memberikan manfaat dalam jangka pendek, seperti belanja
barang dan jasa, belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah,
belanja subsidi, dan belanja bantuan sosial.

Belanja Modal: Dialokasikan untuk pengeluaran pengadaan aset tetap
dan aset lainnya, seperti belanja tanah, belanja peralatan, belanja jalan,
belanja irigasi, belanja gedung dan infrastruktur lainnya.

Belanja Tidak Terduga: Dialokasikan untuk pengeluaran dalam situasi
darurat, termasuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi,
seperti bencana alam dan kejadian luar biasa.

Belanja Transfer: Pengeluaran dana dari pemerintah daerah kepada
pemerintah daerah lainnya dan/atau kepada pemerintah desa, seperti
belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Penganggaran belanja ini
dilakukan oleh SKPD sebagai SKPKD.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang harus dikembalikan

dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran

saat ini maupun tahun berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:
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a. Penerimaan Pembiayaan: Jika diperkirakan terjadi defisit, pendanaan
dapat diperoleh dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditentukan
dalam peraturan daerah, seperti pencairan dana cadangan, SiLPA,
hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pinjaman daerah,
dan penerimaan lainnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan: Dalam kasus surplus, dana tersebut dapat
digunakan untuk pengeluaran yang mendukung pembiayaan daerah,
seperti pembayaran cicilan utang, penyertaan modal daerah,
pemberian pinjaman daerah, pembentukan dana cadangan, dan

pengeluaran lainnya.

4. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan.

2.4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2.4.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran adalah dokumen yang menyajikan informasi
tentang pelaksanaan anggaran selama periode tertentu, termasuk rincian
pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta melakukan perbandingan dengan
anggaran yang telah ditentukan (Mahmudi, 2019). Laporan ini menunjukkan
realisasi pendapatan dan belanja, serta sisa lebih pembiayaan anggaran
(SiLPA), yang berfungsi untuk mengevaluasi kinerja keuangan instansi

pemerintah (Sugiyono, 2018).

2.4.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Mahmudi (2019), laporan realisasi anggaran memiliki
beberapa tujuan sebagai berikut:
1. Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar
penyajian laporan tersebut bagi pemerintah untuk mencapai tujuan

akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

()

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah menyajikan informasi
mengenai realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara berdampingan,

Perbandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan sejauh mana
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target yang disepakati oleh legislatif dan eksekutif tercapai sesuai dengan

ketentuan yang ada.

2.4.3 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi tentang realisasi
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu
entitas pelaporan, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya.
Informasi ini bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi
keputusan terkait alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan kepatuhan
entitas pelaporan terhadap anggaran dengan cara:
1. Menyampaikan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi;.
2. Menyampaikan informasi tentang realisasi anggaran secara keseluruhan,
yang bermanfaat dalam menilai kinerja pemerintah terkait efisiensi dan

efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi penting untuk
memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai
kegiatan pemerintah pusat dan daerah di masa yang akan datang melalui
penyajian laporan secara komparatif. Laporan ini memberikan informasi
kepada pengguna mengenai indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya
ekonomi, yaitu:

1. Dilaksanakan dengan cara yang efisien, efektif, dan hemat.
2. Dilaksanakan berdasarkan anggaran yang ditetapkan (APBN/APBD).

3. Dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

2.4.4 Elemen Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Mahmudi (2019), laporan realisasi anggaran terdiri dari enam
elemen (pos) utama, yaitu : 1) pendapatan, 2) belanja, 3) transfer, 4) surplus/
defisit, 5) pembiayaan, dan 6) SiLPA / SiKPA.
1. Pendapatan
Pendapatan daerah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: pendapatan asli

daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
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a. Pendapatan asli daerah, mencakup:
1) Pendapatan pajak daerah.
2) Pendapatan retribusi daerah.
3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4) Lain-lain PAD yang sah.
b. Pendapatan transfer, mencakup:
1) Transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan.
(a) Dana bagi hasil pajak.
(b) Dana bagi hasil sumber daya alam.
(c) Dana alokasi umum.
(d) Dana alokasi khusus.
2) Transfer pemerintah pusat lainnya.
(a) Dana otonomi khusus.
(b) Dana penyesuaian.
3) Transfer pemerintah provinsi (khusus pemerintah kabupaten/
kota).
(a) Pendapatan bagi hasil pajak.
(b) Pendapatan bagi hasil lainnya.
c. Lain-lain pendapatan yang sah, mencakup:
1) Pendapatan hibah.
2) Pendapatan dana darurat.

3) Pendapatan lainnya.

2. Belanja
Pos belanja dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: belanja operasi, belanja
modal, dan belanja tak terduga.
a. Belanja operasi, mencakup:
1) Belanja pegawai.
2) Belanja bunga.
3) Belanja barang.
4) Belanja hibah.
5) Belanja subsidi.

6) Bantuan sosial.
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b. Belanja modal, mencakup:
1) Belanja tanah.
2) Belanja peralatan dan mesin.
3) Belanja gedung dan bangunan.
4) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan.
5) Belanja aset tetap lainnya.
c. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang
bersifat tidak biasa dan tidak terjadi secara berulang, mencakup:
1) Bantuan bencana alam.
2) Bantuan bencana sosial.

3) Bantuan korban politik.

3. Transfer
Transfer pada dasarnya merupakan bagian dan belanja pemerintah daerah.
Bagi pemerintah provinsi, pengeluaran transfer berupa transfer/bagi hasil
pendapatan ke Kabupaten/Kota mencakup:
a. Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota.
b. Bagi hasil retribusi ke Kabupaten/Kota.
c. Bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/K ota.
Untuk pemerintah Kabupaten/Kota, pengeluaran transfer berupa
transfer/bagi hasil pendapatan ke Desa mencakup:
a. Bagi hasil pajak.
b. Bagi hasil retribusi.

c. Bagi hasil pendapatan lainnya alokasi dana desa.

4. Surplus/Defisit
Selisih antara pendapatan dan belanja dicatat dalam pos surplus/ defisit.
Surplus adalah selisih positif antara pendapatan dan belanja dalam satu
periode anggaran, sedangkan defisit adalah selisih negatif antara

pendapatan dan belanja dalam satu periode anggaran.

W

Pembiayaan
Pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran
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pembiayaan dalam periode tahun anggaran dicatat pada pos pembiayaan
neto.
a. Penerimaan pembiayaan, mencakup:

1) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya.

2) Pencairan dana cadangan.

3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4) Pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat.

5) Pinjaman dalam negeri kepada pemerintah daerah lainnya.

6) Pinjaman dalam negeri kepada lembaga keuangan bank.

7) Pinjaman dalam negeri kepada lembaga keuangan bukan bank.

8) Pinjaman dalam negeri pengeluaran obligasi pemerintah daerah.

9) Pinjaman dalam negeri lainnya.

10) Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara.

11) Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah.

12) Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya.
b. Pengeluaran pembiayaan, mencakup:

1) Pembentukan dana cadangan.

2) Penyertaan modal pemerintah daerah.

3) Pembayaran pokok pinjaman kepada pemerintah pusat.

4) Pembayaran pokok pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya.

5) Pembayaran pokok pinjaman kepada lembaga keuangan bank dan

lembaga keuangan bukan bank.

6) Pembayaran pokok pinjaman obligasi pemerintah pusat.

7) Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya.

8) Pemberian pinjaman kepada perusahaan negara.

9) Pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah.

10) Pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya.

6. SiLPA/SiKPA
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih
antara realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah selama periode
anggaran. SILPA/SiKPA dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai pada

pos surplus/defisit dan pos pembiayaan neto.
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2.5 Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Salah satu aspek penting dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang
perlu diukur serta dievaluasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam
melaksanakan atau merealisasikan pendapatan daerah yang telah ditetapkan
dalam APBD. Kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat
dianalisis melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan memanfaatkan

berbagai rasio keuangan, di antaranya sebagai berikut:

2.5.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian mencerminkan tingkat ketergantungan daerah pada
sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin rendah
ketergantungan daerah pada bantuan dari pihak luar, terutama dari pemerintah
pusat dan provinsi (Amin, 2015). Semakin besar rasio kemandirian keuangan
daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut (Halim,
2012). Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio
kemandirian (Mahmudi, 2019).

Pendapatan Asli Daerah < 100%
Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman

Kemandirian =

Tabel 2.1 Skala Interval Rasio Kemandirian

Rasio (%) Kriteria  Pola Hubungan
0% - 25% Rendah Instruktif
25% - 50% Cukup Konsultif
50% - 75% Sedang Partisipatif
75% - 100% Tinggi Delegatif

Sumber: Halim (2012)

2.5.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah mencerminkan sejauh mana
suatu daerah bergantung pada dukungan dari pemerintah provinsi atau pusat.
Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan membandingkan
jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total
penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar ketergantungan
pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Berikut adalah rumus yang
digunakan untuk menghitung rasio ketergantungan (Mahmudi, 2019).
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Pendapatan Transfer x 100%

Ketergantungan =
Total Pendapatan Daerah

Tabel 2.2 Skala Interval Rasio Ketergantungan

Rasio (%) Kriteria
<10% Sangat rendah
10% - 20% Rendah
20% - 30% Sedang
30% - 40% Cukup
40% - 50% Tinggi
> 50% Sangat tinggi
Sumber: Banga (2017)

2.5.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam
mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat direalisasikan
dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio ini,
semakin baik kinerja pemerintah daerah (Miharja et al., 2020). Rasio ini
dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target
penerimaan PAD yang telah dianggarkan. Berikut adalah rumus yang
digunakan untuk menghitung rasio efektivitas (Mahmudi, 2019).

Efektivitas PAD = Realisasi Penerimaan PAD
Anggaran Penerimaan PAD

x 100%

Tabel 2.3 Skala Interval Rasio Efektivitas PAD

Rasio (%) Kriteria
> 100% Sangat efektif
100% Efektif

90% - 99% Cukup efektif
75% - 89% Kurang efektif
<75% Tidak efektif
Sumber: Mahmudi (2019)

2.5.4 Rasio Efisiensi
Rasio efisiensi adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi
sejauh mana suatu instansi atau perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya
yang ada untuk mencapai hasil yang optimal (Mardiasmo, 2018). Semakin

kecil nilai rasio ini, semakin efisien kinerja pemerintah daerah. Berikut adalah
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rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efisiensi (Mahmudi, 2019).

Realisasi Belanja
Realisasi Pendapatan

Efisiensi Belanja= x 100%

Tabel 2.4 Skala Interval Rasio Efisien
Rasio (%) Kriteria
> 100% Tidak efisien
90% - 100% Cukup efisien
80% - 90% Kurang efisien
60% - 80% Efisien
<60% Sangat efisien
Sumber: Mahmudi (2019)

2.5.5 Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan pendapatan merupakan kondisi yang menunjukkan
adanya perbaikan atau perkembangan, yang bermanfaat untuk menentukan
apakah pemerintah daerah mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif
atau negatif selama tahun anggaran berjalan (Rahayu et al., 2019). Analisis
pertumbuhan pendapatan umumnya dilakukan untuk mengidentifikasi
kecenderungan, baik berupa peningkatan maupun penurunan kinerja selama
periode tertentu. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung
rasio pertumbuhan pendapatan (Mahmudi, 2019).

Pertumbuhan _ Pendapatan Th t — Pendapatan Th (t-1)
Pendapatan Pendapatan Th (t-1)

x 100%

2.5.6 Rasio Varians Anggaran Pendapatan

Analisis varians umumnya digunakan untuk menganalisis laporan
realisasi anggaran, yaitu dengan cara mengevaluasi perbedaan antara
anggaran dan realisasi (Mahmudi, 2019). Pemerintah daerah dianggap
memiliki kinerja keuangan yang baik jika mampu mengumpulkan pendapatan
melebihi target anggaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika realisasi
pendapatan berada di bawah anggaran, kinerjanya dinilai kurang memuaskan
(Ramadani, 2016). Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung
rasio varians anggaran pendapatan (Mahmudi, 2019).

Varians
Pendapatan

= Realisasi Pendapatan — Anggaran Pendapatan
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2.5.7 Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi merupakan salah sawu rasio yang dapat
digunakan untuk menggambarkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab
yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan pembangunan (Rahayu et al.. 2019). Rasio derajat
desentralisasi mencerminkan tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD,
semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan
desentralisasi. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung rasio tingkat
desentralisasi (Mahmudi, 2019).

Derajat Desentralisasi = Fenpapaian A3l Daells -3 100%

Total Pendapatan Daerah

Tabel 2.5 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio (%) Kriteria
<10% Sangat kurang
10% - 20% Kurang
20% - 30% Cukup
30% - 40% Sedang
40% - 50% Baik
> 50% Sangat baik

Sumber: Pasaribu et al. (2021)
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BAB III
METODE PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

3.1 Jenis Peneclitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian merupakan
proses sistematis dan objektif untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
dan menyajikan data, dengan tujuan menyelesaikan suatu masalah atau
menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Dalam
penyusunan Tugas Akhir, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskriptif analitis. Hasan (2004), menjelaskan bahwa analisis deskriptif
adalah tipe analisis data dalam penelitian yang digunakan untuk menguji
generalisasi hasil berdasarkan satu sampel. Sugiyono (2018), menyatakan
bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui nilai dari satu atau
lebih variabel independen, tanpa membuat perbandingan atau mengaitkannya
dengan variabel lain. Sementara itu, Sukmadinata (2017) menyatakan bahwa
penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk
menggambarkan berbagai fenomena yang ada, baik yang bersifat alami
maupun yang dihasilkan oleh manusia, termasuk aktivitas, karakteristik,
perubahan, hubungan, serta persamaan atau perbedaan antara satu fenomena

dan fenomena lainnya.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir
adalah Pemerintah Daerah Kota Bogor. Subjek penelitian adalah batasan yang
ditetapkan dalam penelitian, yang dapat ditentukan oleh peneliti melalui
benda, hal, atau orang yang berhubungan dengan variabel yang diteliti
(Arikunto, 2019). Subjek penelitian mencakup elemen, individu, atau
organisme sebagai sumber informasi yang diperlukan untuk mengumpulkan
data penelitian (Idrus, 2009).

Objek penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir adalah
kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Objek penelitian

adalah atribut atau nilai dari suatu objek atau kegiatan yang memiliki variabel
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3.3

34

tertentu, yang ditentukan untuk dipelajari dan dapat digunakan untuk menarik

kesimpulan (Sugiyono, 2018).

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data merupakan
informasi atau bahan nyata yang dapat dijadikan landasan untuk kajian
(analisis atau kesimpulan). Data yang digunakan dalam penyusunan Tugas
Akhir adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan informasi yang
disajikan dalam bentuk angka atau bilangan (Sugiyono, 2018). Sumber data
yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir adalah data sekunder. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data sekunder adalah data yang
didapatkan oleh seorang peneliti bukan secara langsung dari objek, melainkan
melalui sumber lain, baik berupa lisan maupun tulisan. Data sekunder
merupakan sumber data yang tidak diperoleh secara langsung oleh pengumpul
data, melainkan melalui orang lain seperti dokumen (Sugiyono, 2018).
Sumber data sekunder berfungsi sebagai pelengkap untuk menyediakan
informasi yang diperlukan oleh data primer. Pada umumnya, data sekunder
berbentuk file, catatan, dan dokumen. Data yang digunakan dalam
penyusunan Tugas Akhir adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah

Daerah Kota Bogor yang diperoleh melalui https:/ppid.kotabogor.go.id.

Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teknik berarti metode
atau sistem dalam melakukan sesuatu. Pengumpulan diartikan sebagai proses,
cara, atau tindakan mengumpulkan, perhimpunan, pengarahan. Sementara itu,
data berarti informasi atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian,
Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk
mengumpulkan bahan nyata yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir.

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data
(Sugiyono, 2013). Berikut adalah teknik atau cara pengumpulan data yang

digunakan oleh penulis:
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1. Dokumentasi
Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dalam
bentuk buku, dokumen, angka, arsip, dan gambar yang berupa laporan
serta penjelasan yang mendukung penelitian (Sugiyono, 2015). Dokumen
yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir adalah laporan realisasi
anggaran yang diperoleh dari situs resmi Pemerintah Daerah Kota Bogor,
yaitu https://ppid.kotabogor.go.id.

2. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka melibatkan pengumpulan
data dengan menganalisis buku, literatur, catatan, dan laporan yang
berkaitan setelah masalah diselesaikan (Nazir, 2013). Bahan pustaka yang
digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir mencakup Undang-Undang,
buku literatur, peraturan lain, serta berbagai sumber informasi yang
relevan dengan topik dan masalah penelitian yang berkaitan dengan

kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah.
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BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Unmum Pemerintahan Kota Bogor
4.1.1 Sejarah Kota Bogor
Warga Bogor umumnya percaya bahwa Kota Bogor memiliki
keterkaitan geografis dengan Kota Pakuan. yang merupakan ibu kota

Pajajaran. Berbagai sumber menjelaskan asal-usul dan makna Pakuan.

Berikut adalah hasil penelusuran yang disusun menurut kronologi waktu:

1. Naskah Carita Waruga Guru (1750-an): Dalam naskah yang ditulis dalam
bahasa Sunda Kuna ini, dijelaskan bahwa sebutan Pakuan Pajajaran
berasal dari banyaknya pohon Pakujajar di lokasi tersebut.

2. K.F. Holle (1869): Dalam tulisannya, Holle menyebutkan bahwa di dekat
Kota Bogor terdapat sebuah kampung bernama Cipaku dan sungai dengan
nama yang sama, yang dipenuhi dengan pohon paku. Ia berpendapat
bahwa nama Pakuan berkaitan dengan keberadaan Cipaku dan pohon
paku, yang berarti "pohon paku yang berjajar."

3. G.P. Rouffaer (1919): Dalam ensiklopedia, Rouffaer menjelaskan bahwa
Pakuan berarti "paku" atau "paku jagat," yang melambangkan raja, seperti
dalam gelar Paku Buwono. la menafsirkan Pakuan sebagai "Maharaja"
dan Pajajaran sebagai "berdiri sejajar" dengan Majapahit, menyimpulkan
bahwa Pakuan Pajajaran berarti "Maharaja yang setara dengan
Majapahit," sejalan dengan pendapat Hoesein Djajaningrat.

4. R.N. Poerbatjaraka (1921): Dalam tulisannya, Poerbatjaraka menyatakan
bahwa "Pakuan" berasal dari bahasa Jawa Kuno "pakwwan" yang berarti
istana atau kemah. la menyimpulkan bahwa Pakuan Pajajaran berarti
"istana yang berjajar."

5. H. Ten Dam (1957): Ten Dam meneliti aspek sosial-eckonomi dengan
pendekatan sejarah. Dalam karyanya, ia mengaitkan "Pakuan” dengan
"lingga" sebagai tanda kekuasaan. Menurutnya, "Pakuan" lebih
merupakan istilah umum untuk ibu kota, berbeda dengan keraton. Ia juga

mencatat bahwa nama "Pajajaran” muncul karena aliran Sungai Ciliwung
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dan Cisadane yang sejajar, sehingga Pakuan Pajajaran berarti "Pakuan di
Pajajaran."

Kata "Pakuan,” "Pajajaran," dan "Pakuan Pajajaran" dapat ditemukan
dalam Prasasti Batutulis dan Prasasti Kebantenan yang terletak di Bekasi.
Dalam naskah Carita Parahiyangan, terdapat penyebutan mengenai "Sang
Susuktunggal” yang menciptakan tahta untuk Sri Baduga di Pakuan Pajajaran.
"Pakuan” di sini merujuk pada tempat tinggal raja, yang umumnya dikenal
sebagai keraton atau istana. Tafsiran Poerbatjaraka sejalan dengan makna
yang terdapat dalam Carita Parahiyangan, yakni "istana yang berjajar," yang
mungkin terdiri dari beberapa bangunan keraton.

Pendapat Ten Dam bahwa Pakuan berarti ibu kota benar dalam
penggunaan, tetapi tidak tepat secara semantik. Laporan Tome Pires (1513)
menyebutkan bahwa ibu kota kerajaan Sunda adalah "Dayo," yang terletak di
pegunungan dan perjalanan dari pelabuhan Kalapa, menunjukkan bahwa
istilah "dayeuh" lebih umum digunakan untuk merujuk pada ibu kota dalam

percakapan schari-hari, sedangkan "pakuan” digunakan dalam konteks sastra.

4.1.2 Lambang Kota Bogor

Gambar 4.1 Lambang Kota Bogor
Terdapat beberapa warna : emas, merah, biru dan hijau
Arti dari masing-masing lambang adalah sebagai berikut:
1. Kiri atas: Burung Garuda berwarna kuning emas melambangkan Negara,
2. Kanan atas: Istana Bogor yang terletak di Kota Bogor diwakili oleh
lukisan istana berwarna perak.
3. Kir bawah: Kota Bogor tidak dapat dipisahkan dari bayangan Gunung
Salak yang digambarkan dengan simbol gunung yang memiliki 4 puncak.
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4. Kanan bawah: Kota Bogor merupakan warisan dari Kerajaan Pajajaran,

yang dilambangkan dengan bentuk Kujang.

4.1.3 Visi dan Misi
Visi 2019-2024:
“Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga™
Misi:
1. Mewujudkan Kota yang Sehat.
2. Mewujudkan Kota yang Cerdas.
3. Mewujudkan Kota yang Sejahtera.

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Bogor
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah,
tugas utama dan fungsi Pemerintah Kota Bogor adalah sebagai berikut:
1. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk
kabupaten/kota mencakup urusan yang berskala kabupaten/kota, meliputi:

Perencanaan dan pengelolaan pembangunan.

s B

Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

e o

Penyediaan sarana dan prasarana publik.
Penanganan di bidang kesehatan.
Penyelenggaraan pendidikan.

Penanganan masalah sosial.

=@ oo

Pelayanan di bidang ketenagakerjaan.

Fasilitasi pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah.

Pengelolaan lingkungan hidup.

—.
.

k. Pelayanan di bidang pertanahan.

l. Pelayanan di bidang kependudukan, dan catatan sipil.
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.

n. Pelayanan administrasi untuk penanaman modal.

o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya,

p. Urusan wajib lain yang ditetapkan olch peraturan undang-undang,
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2. Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan mencakup

urusan yang secara nyata ada dan memiliki potensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan

keunggulan daerah tersebut.

3. Pelaksanaan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal

12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut

melalui Peraturan Pemerintah. Dalam menjalankan otonomi, daerah

memiliki hak:

IS o

e o

o

Mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri.

Memilih pemimpin daerah.

Mengelola aparatur daerah.

Mengelola kekayaan daerah.

Memungut pajak dan retribusi daerah.

Menerima bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam serta sumber

daya lainnya yang ada di daerah.

Menerima sumber pendapatan lain yang sah.

Mendapatkan hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

4.2 Analisis Data dan Pembahasan

4.2.1 Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Berikut ini adalah hasil analisis rasio kemandirian daerah Pemerintah

Kota Bogor:
Tabel 4.1 Hasil Analisis Kemandirian Keuangan Daerah
Realisasi
Tahun Pendapa:an Asli Tom Lepoapatan Pad Kriteria Ehls
Daerah (Rp) Transfer (Rp) (%) Hubungan
2019 1.015.884.216.919,86 1.455.644.350.874,00 69,79 Sedang  Pattisipatif
2020 872.017.242.152,12  1.415.498.666.396,00 61,60 Sedang  Partisipatif
2021 1.075240.926.213,11 1.463.000.794.326,00 73,50 Sedang Partisipatif
2022 1.147.623.045.708,92 1.639.426.533.844,00 70,00 Sedang  Partisipatif
2023 1.338.618.268.168,80 1.628.857.302.371,00 82,18 Tinggi Delegatif
Rata-Rata 71,41  Sedang Partisipatif

Sumber: Data diolah peneliti, 2024
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Berdasarkan hasil analisis di atas, rasio kemandirian daerah Pemerintah
Kota Bogor antara tahun 2019 hingga 2023 berada pada kriteria ”sedang”
dengan rasio rata-rata mencapai 71,41%. Kriteria “sedang” menunjukkan
bahwa tingkat kemandirian Kota Bogor dalam mengelola urusan pemerintah
dan keuangan daerah masih dalam tahap yang cukup, namun belum
sepenuhnya mandiri. Pola hubungan yang terjalin dengan pemerintah pusat
adalah "partisipatif”, yang berarti ada keterlibatan dan kerja sama antara
pemerintah daerah dan pusat, namun dengan kecenderungan daerah semakin
mampu untuk berinisiatif dan mengelola berbagai hal secara lebih mandiri.

Tingkat kemandirian terendah tercatat sebesar 61,60% pada tahun 2020
dengan kriteria “sedang” dan pola hubungan ”partisipatif”’, yang disebabkan
oleh dampak besar dari pandemi COVID-19. Krisis kesehatan global tersebut
mengganggu sektor ekonomi dan pemerintahan, mengakibatkan daerah Kota
Bogor kesulitan dalam mengelola keuangan dan sumber daya secara mandiri.
Namun, pada tahun 2023, tingkat kemandirian daerah mengalami peningkatan
signifikan mencapai 82,18% dengan kriteria “tinggi” dan pola hubungan
“delegatif’. Hal ini dapat diartikan sebagai dampak dari pemulihan ekonomi
setelah pandemi, di mana daerah mulai berhasil meningkatkan pendapatan asli

daerah dan memperbaiki pengelolaan keuangan.

4.2.2 Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah
Berikut ini adalah hasil analisis rasio ketergantungan daerah Pemerintah
Kota Bogor:

Tabel 4.2 Hasil Analisis Ketergantungan Keuangan Daerah
Total Pendapatan  Total Pendapatan Rasio
Transfer (Rp) Daerah (Rp) (%)

2019 1.455.644.350.874,00 2.559.857.207.793,86 56,86 Sangat tinggi
2020 1.415.498.666.396,00 2.428.579.503.649,12 58,29 Sangat tinggi
2021 1.463.000.794.326,00 2.644.780.935.777,11 55,32 Sangat tinggi
2022 1.639.426.533.844,00 2.787.105.058.802,92 58,82 Sangat tinggi
2023 1.628.857.302.371,00 2.967.475.570.539,80 54,89 Sangat tinggi

Rata-Rata 56,84 Sangat tinggi
Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Tahun Kriteria
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Berdasarkan hasil analisis di atas, rasio ketergantungan daerah
Pemerintah Kota Bogor antara tahun 2019 hingga 2023 berada pada kriteria
“sangat tinggi” dengan rata-rata rasio mencapai 56,84%. Hal ini menunjukkan
bahwa Pemerintah Kota Bogor masih sangat bergantung pada sumber
pendapatan dari luar daerah. Dalam periode lima tahun terakhir,
ketergantungan ini terlihat jelas, mencerminkan bahwa pendapatan daerah
sebagian besar berasal dari transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya pengelolaan
keuangan daerah, Pemerintah Kota Bogor masih banyak bergantung pada
pemerintah pusat dalam hal pendapatan. Ketergantungan yang tinggi pada
pendapatan transfer dapat menjadi tantangan dalam pembangunan daerah
karena membuat anggaran daerah rentan terhadap perubahan kebijakan darni
pemerintah pusat. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Kota Bogor untuk
mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer, sehingga dapat

mencapai kemandirian keuangan dan meningkatkan daya saing daerah.

4.2.3 Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Berikut ini adalah hasil analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah
Pemerintah Kota Bogor:
Tabel 4.3 Hasil Analisis Efektivitas PAD

Realisasi Anggaran Rasio
Tahun Pendapatan Asli Pendapatan Asli :,/) Kriteria
Daerah (Rp) Daerah (Rp) S

2019 1.015.884.216.919,86 972.607.288.978,00 104,45 Sangat efektif
2020 872.017.242.152,12 741.531.123.201,00 117,60 Sangat efektif
2021 1.075.240.926.213,11 914.550.650.320,00 117,57 Sangat efektif
2022 1.147.623.045.708,92 1.150.887.225.486,00 99,72 Cukup efektif
2023 1.338.618.268.168,80 1.403.260.832.834,00 95,39 Cukup efektif

Rata-Rata 106,95 Sangat efektif
Sumber: Data diolah peneliti, 2024
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Berdasarkan hasil analisis di atas, rasio efektivitas PAD Pemerintah
Kota Bogor antara tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan kriteria yang
“sangat efektif” dengan rata-rata rasio mencapai 106,95%. Hal ini
menandakan pemerintah daerah berhasil memaksimalkan sumber pendapatan
asli dalam mendukung pembangunan pelayanan publik. Tahun 2020 mencatat
rasio efektivitas tertinggi mencapai 117,60%. Angka ini menunjukkan bahwa
Pemerintah Kota Bogor berhasil mencapai dan bahkan melampaui target yang
telah ditetapkan, walaupun terdapat penyesuaian target dimasa pandemi.

Di sisi lain, rasio efektivitas terendah tercatat pada tahun 2023 mencapai
95,39%. Meskipun tergolong “sangat efektif”’, penurunan ini menjukkan
adanya tantangan dalam pengelolaan PAD, yang mungkin disebabkan faktor-
faktor seperti penurunan ckonomi, perubahan kebijakan, atau dampak dari
situasi eksternal lainnya. Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi
dalam rasio efektivitas PAD, Pemerintah Kota Bogor tetap menunjukkan
kinerja yang baik dalam pengelolaan pendapatan daerah. Oleh karena itu,
Jangkah-langkah strategis perlu diambil untuk mempertahankan dan

meningkatkan rasio efektivitas di masa depan.

4.2.4 Analisis Efisiensi Keuangan Daerah
Berikut ini adalah hasil analisis rasio efisiensi keuangan daerah
Pemerintah Kota Bogor:

Tabel 4.4 Hasil Analisis Efisiensi Keuangan Daerah
Realisasi Belanja Realisasi Rasio
Daerah (Rp) Pendapatan (Rp) (%)

2019 2.526.504.949.919,19 2.559.857.207.793,86 98,70 Cukup efisien
2020 2.353.736.171.982,00 2.428.579.503.649,12 96,92 Cukup efisien
2021 2.636.065.820.905,00 2.644.780.935.777,11 99,67 Cukup efisien
2022 2.984.193.683.003,00 2.787.105.058.802,92 107,07 Tidak efisien
2023 3.027.354.930.109,00 2.967.475.570.539,80 102,02 Tidak efisien

Rata-Rata 100,88 Tidak efisien
Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Tahun Kriteria

Berdasarkan hasil analisis di atas, rasio efisiensi daerah Pemerintah

Kota Bogor antara tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan rata-rata rasio
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mencapai 100,88%. yang dikategorikan sebagai "tidak efisien". Angka ini
menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah hampir mencapai titik
efisiensi. masih terdapat ketidakoptimalan dalam pengelolaan sumber daya
dan penggunaan anggaran. Selama empat tahun terakhir, adanya peningkatan
belanja dacrah yang lebih cepat daripada peningkatan pendapatan. Meskipun
pendapatan daerah meningkat, kenaikannya tidak cukup untuk mengimbangi
laju kenaikan belanja.

Situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan pengelolaan
anggaran agar belanja lebih sejalan dengan pendapatan daerah. Tanpa
perbaikan, hal ini dapat berdampak negatif pada keberlanjutan keuangan
daerah dan pelayanan publik. Diharapkan Pemerintah Kota Bogor dapat
mengembangkan strategi efektif untuk memperbaiki pengelolaan pendapatan
dan mengurangi belanja, sehingga menciptakan efisiensi anggaran, dan

meningkatkan rasio efisensi ke kategori "sangat efisien” di masa mendatang.

4.2.5 Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Berikut ini adalah hasil analisis pertumbuhan pendapatan daerah

Pemerintah Kota Bogor:

Tabel 4.5 Hasil Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Pendapatan pada Pendapatan pada  Rasio
tahun t (Rp) tahun t-1 (Rp) (%)

2019 2.559.857.207.793,86 2.328.703.432.668,85 9,93 Positif
2020 2.428.579.503.649,12 2.559.857.207.793,86 -5,13  Negatif
2021 2.644.780.935.777,11 2.428.579.503.649,12 8,90  Positif
2022 2.787.105.058.802,92 2.644.780.935.777,11 5,38 Positif
2023 2.967.475.570.539,80 2.787.105.058.802,92 6,47  Positif

Rata-Rata 5,11 Positif
Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Tahun Kriteria

Berdasarkan hasil analisis di atas, rasio pertumbuhan pendapatan
Pemerintah Kota Bogor antara tahun 2019 hingga 2023 termasuk dalam
kategori “positif” dengan rata-rata rasio mencapai 5,11%. Ini menjukkan
bahwa pertumbuhan pendapatan daerah tersebut mengalami peningkatan

yang baik selama periode tersebut. Namun, meskipun hasilnya positif,
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Pemerintah Kota Bogor perlu terus meningkatkan dan mengoptimalkan
kinerja pengelolaan keuangan daerah, untuk memastikan pertumbuhan
pendapatan tetap positif, penting bagi pemerintah daerah untuk terus berupaya
mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada.

Pertumbuhan pendapatan Kota Bogor menunjukkan pola yang
fluktuatif, dengan variasi yang signifikan dalam tingkat pertumbuhan setiap
tahunnya. Pada tahun 2020, pemerintah Kota Bogor mengalami pertumbuhan
pendapatan negatif yaitu -5,13%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh
berbagai faktor, seperti dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 yang
mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi dan pendapatan daerah.
Sebaliknya, tahun 2021 pertumbuhan pendapatan tertinggi mencapai 8,90%.
Peningkatan ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat setelah periode
sulit sebelumnya, di mana pemerintah telah berhasil mengimplementasikan
kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pendapatan seperti peningkatan

pemungutan pajak.

4.2.6 Analisis Varians Anggaran Pendapatan
Berikut ini adalah hasil analisis varians anggaran pendapatan daerah
Pemerintah Kota Bogor:

Tabel 4.6 Hasil Analisis Varians Anggaran Pendapatan
isasi ggaran a5 Rasio
Pcn(::xe::::::I(Rp) Pcn::;:tan (Rp) SE (%)
2019 2.559.857.207.793,86 2.639.970.560.688,00 - 80.113.352.894,14 96,97
2020 2.428.579.503.649,12 2.362.959.267.805,00 65.620.235.844,12 102,78
2021 2.644.780.935.777,11 2.482.148.757.721,00 162.632.178.056,11 106,55
2022 2.787.105.058.802,92 2.824.140.344.471,00 -37.035.285.668,08 98,69
2023 2.967.475.570.539,80 3.059.704.221.734,00 -92.228.651.194,20 96,99
Rata-Rata 3.775.024.828,76 100,39
Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Tahun

Berdasarkan hasil analisis di atas, varians anggaran pendapatan
Pemerintah Kota Bogor antara tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan rata-
rata sebesar Rp3.775.024.828,20, dengan rasio mencapai 100,39%. Ini
menunjukkan bahwa secara keseluruhan, realisasi pendapatan hampir sesuai

dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Bogor mampu
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mengelola pendapatan dengan baik, rasio tersebut mencerminkan usaha
dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang relatif efektif.

Selisih tertinggi berada pada tahun 2021 sebesar Rp162.632.178.056,11
dengan rasio mencapai 106,55%, yang menunjukkan bahwa realisasi
pendapatan melebihi anggaran yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena
kenaikan target anggaran yang relatif kecil dari tahun sebelumnya yang
memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi
pendapatan selama fase awal pemulihan pasca-pandemi. Sebaliknya, pada
tahun 2022 mencatat selisih negatif sebesar -Rp37.035.285.668,08 dengan
rasio mencapai 98,69% yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan
berada sedikit dibawah target anggaran. Penurunan ini disebabkan oleh
adanya kenaikan target yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah menunjukkan sikap

optimis dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

4.2.7 Analisis Derajat Desentralisasi
Berikut ini adalah hasil analisis rasio derajat desentralisasi daerah

Pemerintah Kota Bogor:

Tabel 4.7 Hasil Analisis Derajat Desentralisasi
Realisasi Pendapatan Total Pendapatan  Rasio
Asli Daerah (Rp) Daerah (Rp) (%)

2019 1.015.884.216.919,86 2.559.857.207.793,86 39,69 Sedang
2020  872.017.242.152,12  2.428.579.503.649,12 35,91 Sedang
2021 1.075.240.926.213,11 2.644.780.935.777,11 40,66  Baik
2022 1.147.623.045.708,92 2.787.105.058.802,92 41,18  Baik
2023 1.338.618.268.168,80 2.967.475.570.539,80 45,11 Baik

Rata-Rata 40,51 Baik
Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil analisis di atas, rasio derajat desentralisasi

Tahun Kriteria

Pemerintah Kota Bogor antara tahun 2019 hingga 2023 berada pada kriteria
“baik” dengan rasio mencapai 40,51%. Hal ini mencerminkan bahwa
Pemerintah Kota Bogor telah berhasil menerapkan prinsip desentralisasi

secara efektif yang memungkinkan pengelolaan lebih otonom dan responsif
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terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah daerah dapat
mengambil keputusan terkait pembangunan dan pelayanan publik dengan
lebih cepat dan tepat berkat tingkat desentralisasi yang baik.

Pencapaian ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor
mampu mengelola tanggung jawab dan wewenang yang diberikan oleh
pemerintah pusat dengan baik. Rasio derajat desentralisasi yang stabil dan
positif menjadi indikator penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi dalam pemerintah daerah. Langkah strategis perlu terus diambil
untuk mempertahankan bahkan meningkatkan derajat desentralisasi sehingga
dapat lebih memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas

pelayanan publik di Kota Bogor.
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5.1

52

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun
2019 hingga 2023, rasio kemandirian daerah Pemerintah Kota Bogor
menunjukkan kriteria “sedang” dengan rata-rata 71,41% yang menandakan
bahwa Kota Bogor belum sepenuhnya mandiri dalam pengelolaan keuangan
meskipun mengalami kemajuan. Rasio ketergantungan yang sangat tinggi
mencapai 56,84% pada sumber pendapatan luar daerah. Sementara itu,
efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat efektif yaitu mencapai
106,95% yang mencerminkan adanya keberhasilan dalam memaksimalkan
sumber pendapatan meskipun rasio efisiensi berada pada angka 100,88%
sehingga hal ini menunjukkan adanya ketidakoptimalan dalam pengelolaan
anggaran. Pertumbuhan pendapatan yang positif mencapai 5,11% dan varians
anggaran yang mencapai 100,39% menunjukkan pengelolaan yang cukup
baik. Derajat desentralisasi yang mencapai 40,51% mencerminkan
kemampuan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang responsif

terhadap kebutuhan masyarakat.

Saran
Berdasarkan kesimpulan dani hasil penelitian ini, beberapa saran yang
dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Bogor, dalam upaya meningkatkan kemandirian
daerah, perlu melakukan diversifikasi sumber pendapatan sehingga dapat
mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer. Langkah ini dapat
dicapai dengan mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dipertahankan serta
ditingkatkan lagi. Hal ini penting agar sumber pendanaan daerah tidak hanya
bergantung pada transfer dari pemerintah pusat/provinsi. Selain itu, evaluasi
kebijakan pengelolaan anggaran juga perlu dilakukan agar belanja lebih

sejalan dengan pendapatan daerah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi
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IR

ketidakefisienan dalam realisasi belanja dan pendapatan yang sering menjadi
masalah dalam pengelolaan keuangan dacrah. Diharapkan kemandirian
keuangan Kota Bogor dapat meningkat, ketergantungan pemerintah dacrah
terhadap pemerintah pusat atau provinsi berkurang, efektivitas Pendapatan
Asli Daerah (PAD) juga meningkat, dan pengelolaan keuangan menjadi lebih
efisien dalam beberapa tahun ke depan.

Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian serupa, diharapkan dapat
memperluas cakupan penelitian mengenai kinerja realisasi anggaran
pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Bogor agar menjadi lebih
komprehensif. Peneliti berikutnya juga diharapkan untuk menambahkan atau
menggunakan pendekatan yang berbeda dari yang telah digunakan dalam
penelitian ini, sehingga dapat memberi gambaran yang lebih akurat mengenai
kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota

Bogor.

40

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

DAFTAR PUSTAKA

Alfiani, A., Armeliza, D., & Nasution, H. (2024). Analisis Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah (APBD) pada Kabupaten Bogor. Journal of Business Innovation and
Accounting Research. 1(2). 74-87.

Amin, N. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat
Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah. IQTISHADUNA: Jurnal llmiah
Ekonomi Kita. 4(1). 80-91.

Anangkota, M. (2017). Klasifikasi Sistem Pemerintahan (Perspektif Pemerintahan
Modern Kekinian). CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan. 3(2). 148-152.

Arikunto, S. (2019). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka
Cipta.

Assidiqi, B. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. Jurnal Profita: Kajian
llmu Akuntansi. 4(5).

Banga, W. (2017). Administrasi Keuangan Negara dan Daerah. Bogor: Ghalia
Indonesia.

Faisal, F. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi Kalimatan Selatan Tahun Anggaran 2018-2023. Online Repository
of Universitas NU Kalimantan Selatan. 1-9.

Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed).
Jakarta: Salemba Empat.

Handayani, S., Putri, M. O., Dwitara, H. Y., & Puspasari, A. (2024). Analisis Laporan
Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Pemerintahan Di
Kota Bekasi Tahun 2020-2022. Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan
Akuntansi). 7(2). 279-286.

Hasan, I. (2004). Analisa Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hasiara, L. O. (2009). Akuntansi Sektor Publik (Teori & Praktik, Bernuansa
Keperilakuan). Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Idrus, M. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan
Kuantitatif. Jakarta: Erlangga.

Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Keempat).
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Miharja, E. S., Handajani, L., & Furkan, L. M. (2020). Faktor-faktor yang
mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Indonesia
Accounting Journal. 2(2). 148-161.

Nazir, M. (2013). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pasaribu, E., Septriani, S., Benardin, B., & Febriani, R. E. (2021). Analisis Kinerja
Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu: Pendekatan Derajat Desentralisasi
Fiskal. https://doi.org/10.29259/ja.v15i1.12054

Rahayu, Y. K. F., Sarwono, A. E., & Sunarti, S. (2019). Analisis Kinerja Kevangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2014-2018. Jurnal
Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi. 15.

Ramadani, R. F. (2016). Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan
Belanja Dacrah Permerintah Kota Samarinda. Ekonomia. 5(3). 327-345.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi.

Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.

Sukmadinata, N. S. (2017). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.

Syukri, M., Pahmi, S., & Suandi, S. (2022). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lombok
Barat. Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi. 2(1). 01-07.

htps://kbbi.kemdikbud.go.id/. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2024, jam 15.14
WIB.

https://megapolitan.antaranews.com/berita/221697/dprd-kota-bogor-tetapkan-
apbd-2023-anggaran-difokuskan-tuntaskan-rpjmd. Diakses pada tanggal 22
Oktober 2024, jam 20.30 WIB.

hups://ppid.kotabogor.go.id. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2024, jam 17.14
WIB.

. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

. (2008). Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan  Peraturan  Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancanagan Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
.(2021). Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun

Anggaran 2022.
. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

LAMPIRAN

o
E e e

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

& Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

DAFTAR HADIR
BIMBINGAN TUGAS AKHIR (T.A.)
SEMESTER GANJIL TA. 2024/2025

Dosen pembimbing : _ Stephanus Andi Adityaputra, S.E., M.Acc.
Nama Mahasiswa : VIONY MONICA RATU
Nomor Mahasiswa : 2022125783
Tempat PKL : -
No Hari Tanggal Materi Bimbingan Td. Tangan Mhs.

1 (Selaca  |34/09/24 Bnmbmgan awa)

2 |Semn  |30/0g/24 | Analisis arthke)

11y
3 [Senn |FI0/24 |Membahas daq revist bab 1%@ 2

4 |Selasa |IS/mi2q |Revisy bab | -3 dan Melanjutan bab4

5 |Semn [1110129 | Diskusi bab 4 dan melengkapi bab4

Diskost Format bab 2,bab4 , dan
6 |Selasa 26111 /24 | gF

7 |Kamis | 5/12/24 | Qeview dan finalisas) TA

8 [Selasa |10112124| Finalisasi dom Acc TA

EEEF FIEFF

9

10
Dosen Pembimbing I, Wakil Direktur Bidang Akademik,
Stephanus Andi Adityaputra, S.E., M.Acc. Dr. Nung Harjanto,, S.E., M.A.A.C.., Ak,, CA

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

00'S0L CvEvLL') $5'06 00'810°C28°016'L 00'0vZ'0€9°601°2 TS ehune) 6131 1%y efueRg s 71
00990 P19 CTT LT 99'TL 00'1£0°L0E"§96"SET 00'LE"618°69L V2E TS urBuuer uzp ey ‘ueier e(ueg A 4
00'89L°9+8° €8P LT'ss 00'£VC SOV EOL VYL 000410877004 794 TS 8unpan uep ueundueg el uerag  falr A <
00'¥S1°692°599° 101 91'sg 00°TLELOL™PSL 66 00°T6L'PPEECI LI) TS U Uep URIZ|IIY eluZiog [ A 4
00°'00Z°6¥9°v1C°6 TL'9L 00°000°020°'¥¥0°81 00'000°000°025"€Z s yeue) efue)ag 17271
00°€65°CTL 9P SSP sr'6L 00'8LL°LO¥"E££0°106 00°6£5°566'6¥E 0EY TUVs Tvaow YINY138 [ A 4
00°006°918"¥LL BT SL'16 00'SSLIT6°EVL 9Y 00°00Z°956°66L°0S 1Ts Jeisos uemueg efuelag 97172
00'SST°EIE E6681) 10°€6 00°000"PEC 6¥1 6L 00°000"P£7°660°58 vTLS yeqiy efuelag [ 4
£8'LL678507865°9 L6°E6 00'ZrL°9¥0"8L5°9 00°000°000°000°L (3 Al 1 €Sung efuejag [ Sl S 4
LT'PTC8L0°S6L U9 €0'06 61'S18°2T¥° 101" 812 00°L¥S ¥96°L88°68L TS Sueseg e(uerag 2 O 4
00°689°8£0°069°804 "} £9°06 00°6Z3°19€°688"181°L TS T6L U TS EOC"L 1°T1s 1emeBag e(uelag 17172
¥0°9L1 997°158°5P6° | 6506 61°'1¥5980°Z9P°STOT | TS'EESLT8°668°SETT 8¢ A 1 ISV¥340 VINV138 [ B 4
YINVI3g [4
$8'899°TCY COL'BTET | £6°96 98°'€6£°L02°L58°655°Z |00'889°095°0L6°6€9' NVLVJVAN3d HYTWNT
00'007°641°1£0°9T 00°0 00'0 s eAuue ueredepuay €01
00‘0 000 000 IS 10UNJRQ BURQ URIRIRPUSY AN o'
00°1LLEBITTVL L8 ¥8°86 00'000°0»9°82€"88 00°000°009°59(" 68 s yeqiy ueredepuad 1°g°
00°BLL LEC TLLCLD »8°86 00°000°0¥9°82C°8% 00°000°009°$9¢ 68 1S HYS ONVA NYLVAVONId NIVI-NIVT [}
00°0 L0°SY 00'006°6£6"9€6°SS 00°009° LT °631°PTL Teys ISUIAOJd Yeiae( yelupaway ep ueSuenay uemueg| | Ty T 7L
000 L0°S¥ 00°006°6L6'9€6°SS 00°'009°447°641°¥T) s ueSuenay uemueg T A}
00'0 00'0 00°0 s eAuuie sey (Seg ueiedepuad| 2 €27 )
00°80¥"62€°695"9(2 19'00 00094 '¥56°6€1°7ST 00'0L1°69€°619°05Z TS ne(ed |iseH |Seg ueredepuad| 1€ 2L
00°80¥°6Z£°69S'9EZ 19°004 00°091°'¥S6°6€1°TST 0001 1°69€°519°0SZ A JSUIADI YrIupawag Jajsues) £°T')
000 00004 00°000°140°CLO" b 00°000°430°CLO"b¥ TS uejensakuageveg| 7°7°2°1
00'0 00°0 00°0 s snsnyy jwouoipeueg| 172 T4
00°0 00008 00'000°1 10" £L0°b¥ 00°'000°410°CLO" LY TS rAuU|ET - JeSNg YRIUPIIWI JIjsuel) > sigl sl
00'S9L°961°SL8°6L1 T6'T6 00"SES°TCS 1637681 00°000°6£€°79¢ ¥0T s snsnyy sy evegl v L7
00'000°EYL 676" 16L L6'Le 00°000°6¥¥ §¥68(8 00°000"6PL"L67° 958 TS wnwn ysexoy eveq| €T 00
00'985°89¥"696'(2 $8°'98 00°568°L2) 651 P 00°000°81r"918° LT s (weyy eAeq saquing) vefeq uenng jsed (Begeveg| 271" 2" )
00'05€°976°886'0L 1$5'u 00v8S "9 S6» (S 00°000"¥£8" (14 €L TS weleq ysey \Segeueg| 4 1" 24
00°40T°PCLTIL 990} 12°s6 00'»18°507°»6»°901°L | 00°000°0Z0°061°T91°L s ueBuequisag rue( - 1eSNg YRIupIAWag Ja)suel) LT
00°609°£90°ZCCCOC™Y | ST'Z6 00'PL8°0SCFP9°SSP'L | 00'0LL°IL9°L66°LLS ) TS ¥IJISNVYL NVLVIVON3Id T
$8'S0L°9%L°820 ML $0°00} 98'9LL TNTLEL'YT 00" VET LETOES"9¥T 1°3°8°S yes Bueh yesaeq i sy uRiedepuag vie)-uie) VoLl
00'90P" (P TULL'T 95001 00 116 P8 I8 00'19£°L0L €807 8L s ueyyesidig Buep yesaeQ ueedAesdy uee|ojaBuad |sey ueiedepuay e
00°S1C°0L0BIP'SY 0196 00°T61°C54°29C°1S 00°007"68L 97 (S 11°1s yesIe( 15nq Ny ueiedepuay | AR |
00'299°9v2°8L6° 165 $6'901 00'00°900" (5" 639 00985 '¥SS 95 »r9 s uesaeq yefeq ueredepuag [
$8'88T°1L6°L6)°TV6 Sr'rol 98°616°912°¥83°S10°s | 00'8L6°88T L0 LLS 1L°S HYY¥3IVQ NSY NYLYdVAN3d G
NVLVdVON3d !
(aalianv) (gaaony)
1114 (%) 6102 6107 NVYVOONY 443y NYIVYN 1nyn ON
ISVSIIV3Y ISVSITVRY

8T0Z NVQ 610Z MITWISIA TEC NVYONIA IVAWYS YIHNVEIE ONVA NNHVL XNLNN

HV¥3Va VINV138 NVQ NV.LVdVAN3d ISYSTIVAY NYHOJVT

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

TS'C0L°T8S ¥9S 95T 00'0 6L'€58°S26°299"'LLT 00°0 (VdIS) NVYVOONY NYVAVIEW3d HI1G31 VSIS
VL LLR 980 SYP YL 61°rOL TS'L66°07S 90E°9¥T ZS'COL BLP SOP 9ET OLL3N NVVAVIEW3d
00685 SLY LIS SY 000 00‘0 T'ss’s yesaeq uewefud ueIqUIY r'ze
00‘0 $9°LES°T 00‘C€8°809°S6¥"6(1 00092°2€0°L6¥"S T's°h's }J98aN wejeq vewe(uld #omod ueIRARqUdd £t
00°000°000"004"8 L8°6L 00'000°000°000°94 00009°¥91°651°02 's°h's yeI3RQ YRIULAWI (15815A)) 1BPOW URRLIIAUIY s o
00'68S°SIF ETT S £0°909 00'CE8°809°S6¥ 'S5 00°098°961°959°ST T's1's NYVAVISW3d NV¥VNI3ION34 [ 2 o
00°680°€8CTVL'T 8L'66 00'8LL°99L°v8Y"S 00°09T°2E0°L6P'S 1'sh's yese(Q uewe(uyd URIAQWAJ ||EQUIY URTWIIBUIJ St
00°00¥'CLS°0¥9°SS 00'6v6"082°TSL 6L 1 000 1'S°)°S WIBIN wejeg vewefuld P it
VL'LL6'SYS 8T OCL 00°'001 25°C0L 785 P95 95T 76 '€0L° 78S Y9595 1°S°1°S (vgus) ueseBBuy LRBUNI|YII4 YIqdT B3i5 URRUNBBUAY [ o
1L'99P 205 149 88C Te'css 1S'0£8°671°208°10¥ TS'C96'P19°190°T9T S°L'S NVVYAVIGW3d NYVWIYINId el 4
NYVAVIGW3d €
(61'vL 1 y0S'C88°LL) (92°'¢s) 29°S58°YO¥'9SE 1€ (ZS'COL'8IP°"SOP"9ET) (1151430) 7 SMdYNS
YO'LP8 9L6°985°907°T 16°L8 61°'8€6°708'005°825°2 TS'16L°8L6°SLE9LST YIISNVYL NVQ VINYI3E
00'¥Z1°L98°91L°¢C 0L'8E 00°610°CS8°566°) 00°Z61°912°LSH™S YIISNVUL HYIWNP
00°'0 91°L8 00°068°£00°2L6 00°Z61°E0TSIL'S r'i's eAuuien ueBuenay ueniueq Ja sues) 1°¢'1
000 fe'st 00°6Z1°SPE'EL0’S 00°000°€10°Z¥0Y ri's ehuuie) yesdeq yeIuLIIWag 3y ueBuenay uenjueg S sues) (B T /
00'0 oL'st 00'610°€58°566°1 00°T61°9MTLSH'S r1's NYONYN3IX NVNLINVE HIJSNVEL [ 34
00'rZ1°£98°91L°C 00°0 00'0 €S eAuuy e ueiedepuay |isey |Seg Jajsues) T 2 4
00°'vZT1°L98°91L°C 00'0 00°'0 [ VS3Q/VLON/ GV o) |iseH jBeg Jajsues) (S 4
WIISNVHL (4
$0'614°690°048°T0v'T | 66'¢8 61°616°6r6'r0S°92S°Z | T5'66S°T9L'BITLLBT VINVI38 MY TWNI
00°'056'6£0°455" L 61'0 00'009°S5v "6 00°L8Y"6£6'896 » cTys eBnp.a) ey efuejag [ Y /
00'056°6£0°LSS") 61°0 00°'009°S5»°6 00'28P 6C6°896Y €TSS VONQYIL HVL VINVIIE g [ Sl 4 ¥
| 000 Tr'ie 00'000° S8 SS9 00°'000° 426914 TULS ehuuir) 1asv elue)ag 9'2°2
(qaunanv)

/ (aananv)

dai dengan CamScanner

ipin

(8D


https://v3.camscanner.com/user/download

C/LeN bl dd/d7S 00g-T7=21IS
| 000 peE 6ri 6L W | 00URS LB TETTE | 00289900 992 82} : : - ; — e ] 545
QuTMeMsse  |eiys  |ooieoerizys 1000000000408 e SR
BUSIBTTT IO |96'T6  |00'0S908SIF8@6L  |00'S08'£96'Z8E 658 Buemgelvesg, zi5)
00678 19CEREIBIY | €068 00'681°1+8° 1117010} 61'SZZ'EZY YIS PEL') remeSay efuersg [ 15
€1°11S'980°Z91'520T 12'68 00'€Z0°4HL'10C'1S6°) 6L'LITTIOLTSLLT ISY¥3dO YrNY13d 15
YrNYI39 5
98'068°LZT026°C0ST 81704 ZL'6r9C0S62582YT 00'508°2L92°656'29¢°2 NV1vdvaN3d HYIWne
00'000'0r9 8288 66°c8 00'L0L'S65°€90 L P} 00'000'005°156°294 YeqH ueiedepuay LEY
00°000°079°'8ZC88 66'C8 00'L0L°S65°CI0'LPL 00°000°00S°156°291 HVS ONVA NVLVJVANId NIVTI-NIV) 3
00'0 0E'L6 00'0S9'8€8°0EY 08 00'902'L9'659°28 1sunald weq uvebuensy uenjueg LOvZy
00'0 0C°L6 00'0S8'8€8°0CH"08 00'902"L9'659°Z8 ueSuenay uenjueg v
00'091 +S6'6€1 252 vZ'L8 00'4¥9°94Z L96222 00°'8£8'Z92'€65°SSZ yeled yseH ibeg verecepuag __bogey |
| 00'094°FS6'6£1°252 vZ'L8 00'4¥9°942' 296222 00'8€8°292'€65°S5Z ISUIAOId YeIuLaWwad Jajsuest £y
00'000 L LO'ELO V¥ 00'004 00°000'985 '826'8Z 00°000°985"826'82 ueensakuad eueq £02Z¥
100°000°44O'ELO"LY 00'001 00'000°985'826'8Z 00°000°985°826'8Z eAuuje - jesng yrjuuswad Jajsuesy (244
00'SES ZES 168681 69'96 00'864'8Z1°109°'S64 | 00°09€"y 10" v0E 202 snsnyy| 1Isexory eveq poLZY
100°000'67p 86'8€8 91'66 00°000°S 4 4°955°Z9. 00'000°'€96°80'69L wnuwn isexofy eveq €012y
00668244 654pZ 69’66 00's29'851°0298¢ | 00'201"2LL°0EY OY wejy ede soquing |isey 16eg eueq (4[¥44
00'v8E 9rZ S6P €S B8'IY  [00'9Z0€E9SHYESR oo_wmo‘vmn.:m_: yeled yisey |Geg eueq Loiey
00°P18'SOP'PEP'90LL | BL'66 | 00'668'796° bLLEBO'E 100'095°8p1'S62°980°L . R e sl ...‘..A.....mmn:-ne_hmm_ eueq - 1esnd Yejupawagy sajsues) ey
00'PL60LCL0L66CY  |6CU6  |00'96T999REYSIYY | 00'p09vROOLYESYL ... U3ISNVHLNVIVAVONID| 2P
BULLTITLELIT |86y |ZiSSEVOLOv096Z | 00'MEZI06H BIEIER e RIot i T e W8S BusA qvd Ut -
00’116 pyBIYZEZ  |SZ'S6 | 00'Z6LEEZLZ6'LE 00'045'506'025°€€ ve Sa.o 6uek| ..eomo 52 @ %s.o,_m?oa useH .ém%ucua
Ll L O L O L2 7 SO .. 1. s B08Q 18NQUIGY URIEdRDUDY
000¥0900€¥S689 mom——: - ||00°000°000°000 0¥ e yesoeQ yeleg cm.mnmucwn_ k
98'616°91Z'v88" m.wo.., U L5 11— THIsk 2...«;».5 (2100 ___|oo'tozeziiesive — e HYY3VA SV NYLVAVANI |
NViVdVvaN3d 4
9 S v € 4 1
_mmom-_._unnox k % _mwmn_wmumd :%««%Mc< uejesn oN

020¢ Y39IN3S3A L€ A/S 020Z IMVNNVT L0 : 3Aa0I¥3d
0202 NVHVOONY NNHVL

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

- |
@
=
=
@®
O
)]
=
g ITeN bi-dd/ dvS HO90G- TremIS S
=
@©
(0]
=
(]
S'266°025°908°99T 06'06 61'CLS°SLC°T6LEST 61'CSZ'19L'C0Z'6L2 OLL3N NYVAVIBN3d .m
00'€£8°809 S6 6CL 48'69 00'Z0b L ¥E'SPZ 95 00'092'Z€0°L6F'08 uslan wereg vewelud n0x04 uesedequay £zt .%
rssooooloo.m.m— 6C°c8 00'000°000'00€ vZ 00°009'¥91 65782 yesse( yejuuawad (1se1saaul) epoyy ueepakuad zt ml
00'CCE°809°S6F 'S} z6'ceL 00°'Z0P"IPE'SPS 08 00'098'96}°956°80} HV¥3Va NVHYNTIONId zL o
000 159 00289291 °€S0'61 00°000°000'000°0¢ yeseeq Sueimd requey| ueewsuRd 9L —
00'821'99L ¥EH'S 81'66 00'9L1'99L'¥8Y'S 00'092'2£0°L6F'S yesoeq ueweluld Ueuaquad 12qua) UBBWLALAY SiL U
00’616 08L TS 6E4 88'Zy 00'2£0'960'65 | '2€ 00'000"000°000'S.L uabaN wejeq vewefung viL
2S'C0L T8S POS9ST 66'66 61'080'289'0v9'LLZ 61'658'526'299'LL2 (vdS) ueseBbuy uebummpad ygal esis ueeunbbuay 193
Z5'0C8°621°T08°40Y €1'o8 61'SL6'9LL LECPEE 61'CHH 856°65}'88C HV¥3va NVYNRIINId 73
NVVAVISW3d L
(ce'v0°S.25°085°¥2) (ov'92) Z1'299°008'80L°CL (61's5T'492°€02°6.L2) (us1430) / snduns
61'8C6°208°005°825°2 £1'68 00'286°20L°0L8'VSE'T 61'850°620°C91°ZV9°Z YIISNVHL NVA VINYIE HYINNF
00'610°CS8S66} 00'00% 00'000°LES'PEL'S 00'000'LES'PEL'S YIISNVYHL HYINNF
00°068'200'Z46 oo 00° 00° eAuuje vebuenay uenjueggjsuesy | €29
00'6zySv8€Z0O [00004 |OO'000TIESVELL . Q0000 WESPEVY ., BAUUIS] eISEQ YRIUUSWAY ) UEOuENe) venveg JojSUELL | 129
00'610°TSES66 {00004 | 00°000°4ESVELY 00'000'kES YEL'Y ' i e NVONVNIY NVALNVE ¥34SNVYHL) 29
.+ NSOV .. . S— 000 s i O e ———— ] UNEGUPUR yoy Oog ipumiL | 139
000 |00 000 s SVHIOVE/MISSNVYL | _»e
YIISNVHL 9
61'616°676'705°925°C zi'es 00'286'LLI'OEL'ESE'T 61'850'869°820°1¥9°Z VINVI38 HYINNP
00°009°5v6 096L 00'0e6'4LY L2292} 00'0v0'8LS €¥9 85} et e e ebnpioy yeyelueieg | 1E9
00'009'SS¥'6 09'6L oo'oseaLvuLz9ey | oo'orogsSCYOeSL | VONAHILNVLVANYIAE| 5
00°000'$8E'5S9 £8'L6 00'SLE'€S6'S2E} 00'000'€LE'SSE'S eAuuje josy efuejeg
00'810'€Z80I6L £5'66 00'0€9°¥81°684'} 00'¥E8'2r9L6L} eAuuieq dejoy josy efuejog | -
00'120°20€'696S€Z  |8Z'ce 00'LLL'LE9'¥BL 60} 00'659'292°689'21 4 veBuuer uep |seu) ‘u )
00'LICSILEOLYYL || 90'08 00'6£€'SS6'¥690F 00'28€ €L¥"999'SE ueunbueg uep Bunpeo efuejeg [
00ZLE LOL'YSLBE 09'06 00'801°48Y'064 621 00'1260S€ 65ZEY} i s i BT LD S
o000 0z0bYO8Y  ..|SviE 00’90y LL0'2LLT 00'000°00£ 0074 e ———— e L SR
.mm..mm.,mmmumno._.om ....... 06'68 00'620°C8Z°LS1'9LZ 00'108°208"891°20€ e vaOW YrNY3E | zs
00'SSL'\ZG'CYL OV 6\'86 ~8.§.g~.30,n1 00°00S ¥LLZ6¥ ¥¥ |ejsog venjueg 0Lg
\ > s 1| v : z i3 \ ‘
\y ok | 1 W \ BN - - wcaniiiiiil



https://v3.camscanner.com/user/download

E/EIPH

H0903-TvUNIS

VAYY YN

¥09O08 V10X NYM
0Z0Z Joqueseq L€ "HOO08

/ 6L'CSE'SYe'STLVIT ’ 00'0 f 1EovToLL I0S LZE

(vdUS) NVHVOONY NYVAVIBNId HIBTT VSIS

\ ° < \ v

Z

\

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

00 121" 1£9°F8L 608 06'L8 00'LZT°¥PS L9990 00°150°80Z°0b b 'SEZ ueBuper uep jsesy) ‘ueief efuRiag re
00' 6556 '+69°0F 87'C8 00'6£S°718°CIP'SL 00°00Z°€15°855°06 ueunBueg uep 3unpan efuejag 13
00'801 18P 062 6T} 20°16 00'+Zr 976128 VEL 00°SZ0’42S°0EL '8P UjSIW Uep uRie|RIad efuviag (73
00'90r"£L0°TLLT T 00'009°2Z2°9S¥ 00'000°000°004° | yeue) efuwag X3
00°620°€8T°261 94T §9°/8 00°26L°6¥9°v.8°8}F 00°0€E'S64°206°LLY IVOOW VINV13g ot
00°905°Z0L 989" € c8'L8 00'000°059°L 18" 6P 00°000°06}°604°9S 121505 uemueg 67
00'£8S LE8 ELT €6 68°'C6 00'£46°842°v8T'89 00L6Z°E¥9°8TL TL Yyeqiy 8
00'160°6PL LTIP"S £8'LS 00'PZP €58°LPO'P 00°000°000°000°Z eaung L
00'0S9°085° 18 86/ 08'06 00'EIP PBE 1LY 186 00°LZL 66V 6E4° 180"} ~ Bueseg efuejeg 97
00'681°1¥8 1117010} 66'L6 00'099°S65°696°160° 1 00'S0L°T0L"LIE VLL") jemedaq elueag [13
00'£Z0°1 32" LOE"BS6°D 91'¥6 00'v£0°79.°06L°S6} T 00°€22°566 V68" LEE T ISVH340 VINV138 43
VINVI38 £
T1°6F9°E0S 645 BIP T $5'901 bVLLL'SE6°08L PP T 00" 2L°LSL°8Y) T8PT  |NV.LVAVAN3d HVIWNF (42
00'0 00'0 00'8€Z°LIS'VIT 00'0 eAuuje uejedepuad 1z
00'101°565°€90° 1P 00'001 00'000°¥0L ¥ZE 90} 00'000'825°'SZE 904 YeqiH ueiedepuagd 0z
00101565 £90°b¥ L 0z°'001 00'8€2°S1T°6£5°90) 00000825 "S2€°90} HVS ONVA NV.LVdVAN3d NIVI-NIVY 61
00'0$8°'8€8°0€¥"08 £€'86 00'0vL'P98°LLT'L6 00'002°668°658°86 JSUIAOJd YRIULAWA4 ep urBuenay ueniueq I
00°'058°8(8 0€¥'08 £E'86 00'0rL'P98°3LT°L6 00'002'668'658°86 ueBuenay uenjueg T}
00'2v9°9LT°L96°T2T or'L6 00'020°6.€°6¥9°8ET 00'612°€90°'220°S¥T yefed jisey jBeg ueredepuay 9
00°L¥9°9LT°L96TTT ov'L6 00°020°6.€"6¥9'8€T 00'632'£90°'£70°SHT I5UIA0Ld YU WA Jajsurl) Sh
00'000°985°826°87 00'004 00'000°£82°£10°LS 00'000°£82°£10°LS uejensaiudd eueq vi
00°000'98S '876°8T 00004 00'000°£8Z'£10°LS 00°000°£82°L10°LS RAUU|R - JRSNd YRQULISWaY JB)suRs ) €l
00864 '871°109°561 1668 00'8£€°120°'898°0L b 00°€81°96% 65Z°684 snsnyy sexory eueq U
00°000°S}}°955°29L 00'00} 00'000°S¥S798" 1SL 00'000°SPS 298" 1SL wnwn §sexory eueq b
00'6£9'861°0£9'8€ 88°271 00'Z0€°EPL" V8L LY 00'68¢+'v91 88 8¢ wely eAeq 1quns |jsey j3eg eueq 0l
00'920°'€95°vPE’98 8'rlL 00'£68°£56°60€ 001 00'P18°€T1°79C°08 ye(ed yiseH joeg eueq 6
00°668'%96°LL1°C80"} 16°00) 00'99S"€9Z°ZT40L0°} 00°'Z8¥ 6T€ "89L°090°} ueBuequiag eueQ - JesSNd YRIULIAWa4 J3JSues | 8
00°96€°999'86F"Sb¥°L 74008 00°9Z€ "¥6L'000°E9% "} 00°10¥ 645 TLL 9P’} YIISNVYL NV.LVAVAN3d ]
71'65E'v0L ' 0r0 962 L0'¥C) L'6LE 4Ly T00'T8E 00'649'¥99°026°¥8 yes Buek yesaeq sy ueredepuag uje)-uje 9
UeHUeSIarg
00'Z6L'€67°LT6°LE 00'001 00°054°25S°0Z¥ "¢ 00°0S1°2SS°0Zr " TE Suey yesaeq ueehexay uer|0j28uad Jsey ueledepuad S
00°6S2°SL£°010°SC 66'CL1 00'6£5°010"C£0'9E 00'S6% EEP 609 L€ yesaeq IsNqIay ueledepuag v
00'9vL'89¥ " 6£0°60S 9v'0b L 00°'SP 1988 '¥8L 'PT9 00°000°000°009 ‘S9$ yesaeQ yefed ueredepuay £
THTSH TP LIOTLS L8710 LCITI9T6°0PT'SLO"L 00°0Z€°059 055 ¥16 HVY3VQ MSY NV.LVdVAN3d [
= NV LYdVON3d !
(DL [a3uanv)
oot 1202 1202
ﬂ 1SVSINVaY (%) 1SVSIVaY NVYVDONY NVIVYN ANY¥N ON ¥

e e ————

OZ0T UEP TZOT HIAWIASIA IC NVONIQ IVAWYS MINNVHIO ONVA NNHVL NNLNN
HYUIAVA VCNVIZE NVA NVLVAVANId ISVYSIIVIY NVHOJIV]

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

‘Y

R

NSM @\)M

1€ 0PZ 928 10§ LTE 000 TP'869°SE6°100°G9E 000 {VdTIS} NVYVOONY NVVAVISW3d HIg31 VSIS 65
61 €4S'SLETOLEST 8566 LE'9Z8°0LS"LY6°LSE 00'0¥9°TIE 09 6SE OLLIN NVVAVIEW3d 8S
00'Z0% " LPESKT 95 LL29%°T | 00°9£6°T18°LL9SEL 00°092°2£0°L6¥°S uabaN we)eq uewefuld 0404 ueseAequiad 13
00'000°000°00¢€ ‘¥ 00’0 00'0 000 yesar(Q Yeiupawad (jseisaau)) 1epow ueeuaiuad 9
00°Z0% b¥E SHS 08 29T | 00°9£6°T88°L19°SEL 00'092 '2L0°L6¥"S HYY3VQ NVHVN1ION3d 13
00'289°£91°€50°6) 00°0 00'0 00'0 yesaeq dueinid ||equa)y URRWLAUAG bS
00'941°99L°¥8¥'S 8166 00°9£1°99L 8% 'S 00'092°Z£0°L6P'S yesde( vewefuld URLIAqWAJ ||eqU) UPRWLAUIJ £
002€0°960°651 "Z€ 7208 00'15S°19¥'8€5°091 00'00p"9€1°656° L€ paBdaN wejeq uewe(uld 1§
61°080°£89°0¥9°LLT 10°001 1£°6£0°951°2PS L2 00'0vZ°9L1°106°£2€ (vd15) ueJRBBUY URBUNIYSY YiQaT US|S URRUNBBUIY 13
61'GL6'9LLLEE PEE 33T L€'Z08 EBE G9S E6P 00006 PPt "L56'PIE HVY3VA NVVWIY3N3d 0%
000 NVVAVIEW3d (13
T4°£99°008°80L €L (96°1) LI TLEPIE'PS0°L (00'0v9°Z1£°09%"65€) (LS1430) / SNd¥NS Ty
00°786°70L°0£8°¥SET £8°76 00'S06°0£S 9L L9 00°19€°0£0°609°b¥8°T  |¥3IASNVYLNVA YINVI39 HVIWNT v
00'000°1ES ¥EL"L 69°'L6 00°000°0SL"099°} 00°000°000°00L "} YIISNVHL HYTWNI TS
000 000 000 RAUUIR | URBURNAY ueNjURE J3jSURI) Sy
00'000° L ES'¥EL" 69°'L6 00'000°0S£°099°} 00°000°000°00L " eAuujeq yesar( yRiupawad ) ueduenay uenjueg Jajsues] vy
00°000"1€5°'¥EL°) 69'L6 00'000°0S2°099°} 00'000°000°00L "} NVONVNIN NVNINYE ¥34SNVYL {3
00'0 000 00'0 00'0 eAuuie ueiedepuag 15eH |Beg v
00'0 00'0 00°0 00'0 VSIQ/V.LON/AVY X |}ty |Beq Ja)suel) i
YIJSNVHL oy
00'286°4LL'9tL'tSET | 7826 00'606°078°590"9£9T 00°49€°0£0°606°6€8°T | VINVI38 HVIWNF 6f
00'006"LLVLLT TN 10'1L 00'v£0"60Y'00¥' LT 00'80C"6LT° 44 4°0€ eBnpaa] yey vlue)og R
| 0o'0te’ L4V LLT 9T L0")L 00'¥£0°60¥'00¥°1 T 00'80€°6.L2°141°0¢ VONQYUIL NVLVINVIIG[  £C
\00' 6L €56' 6T 91'06 00'6SL TLL LLY 00'060'C)8'62S eAuuje 1osv eluriog 9
:.@oﬁ»aéf.onh \ L ve \v \00'8¥2 A LE L0} ooqwoo.on\..nnv.n eAUw e 7 duisg rasv w?w.wa\’:ma \

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

— ™

8 n: 13 :m,m 3&. R m.lqm | 00°Z01S0P'€5S°090 00'260'0rZ'8ZZ €€1'} R __ tueegeluepg % ns,

0009965626 4604 | rT'SE 00°8S0°PZZCE08ZIY | 00'9k}'E0ZTZY ¥EL) e femelageiveng| LIS,

00°PLOTILO6LSELT £9'rs 00'8LL°919°098°90P°Z 00'92L'SZTY'PTECYST ISVY3dO YrNV138 | 5]
AJLOAFL L

bILLLSTE'08L'TPIT 6986 26°208°850°S01°28L°C 00'LLP'PPE OV YZR'T NV1VdVAN3d HYTWNF
00°BET HISPIZ P6'IELL | 00°0SZ'6LP'SS 00°0SZ°106'% ehuuie) uetedepuay 334
000 00'0 000 00'0 jesrueq eveq ueedepuad ey
'00°000 0L $ZE 90 000 00'0 00'0 yeqiy ueyedepuad 1334
no BCT'SIT'6CS™904 r6IELL 00'0SZ°6LY'SS s 00'0SZ°406'Y HVYS ONVA NY1VdVAN3d NIVINIVT | (24

00'0rL 798 11T L6 SL'L6 00°'895'€22'924 €6 100'000°029'6£6'S6 Rl R X L uebuenay uenjueg vZy
eAuure) sey i6eg ueiedepuayg Z0€ZY

1000 __Jooo 000 L ___|oo

00°020 mnn mvw wnw v.'86 00'6669¥8 £59° maN o |O0'0z8 :N 8y’ mmm eled yseH 'Geg uejedepuay - Loczy

00'0Z0°6L°679'8CZ rL'86 00'666'9v8'259'S62 |00'0Z9'WLZTBEY66ZT L ISUMOldyRURWRdJIsuRIL | €2V
uerensaluad eueQ €0Z2v

00000 £82£10°2S 0000, | 00000 vzv90cZE | 00000'vzy90€2E

LI 000 00’0 NS 1 BB - "3 AEION. WV ol NS WO SO Y - A RO WIS .. s -t T~ ..

SNd Yeupewad sajsuesy zy

00°12€°120°891°0LL £6'68 | 00'90€°960°L09'SSE 00'SLL'PLLOLY'SEE s ... Snsnuy isexoly eueg | ___voizy

00'000°'575 298 45L £1'66 | 00'00Z'€SE 659 SpL .| ooo00'srs 298 152 wnwn sexoy eue@|  €0IZY

00000 +0P 69¥'SZ we|y eAeQ Jequns |iseH Geg eueq _eaey

00°000° .: 102s oo 00t 0 So vzvoor «.«. 00'000°'927'90€°2¢

00'20C'ErL18L LY 95°zyl /| 00°6€0°019°60€ 9¢

00'£68'CS6 60€°00} __|zoors | 00°2€L'646'601 08 | 00'000°9cz'S18°2L weled yseH Begeveq|  joizp
.mmmmmmmm.gdz.- 9L'46 00'22T'6£0'989'212'} 00'S11°668°C9SSHT'} veBuequisod eueq - jesnd yeyupowod Jojsuesy | 344
”me:.;h.so.ns.- 86'L6 o0'rye'cesOzYeCYE 00'SEL°2bTBPTCLY'S o WIJSNVMLNVIVAVONId| 2y
:.E.n.:w..m.oo.umn 10'901 Z6'LLP'ILS 6YS Ve 00'TTS°028°L02'92¢ yes bueA gvd c_n_.m._.ﬂ. Zv
..8.8..238..2 0000} 00'082'800°024'ZC 00'+96"267'694 ZC veyyesidig Buek yesoeq ueeheyay ueejopbuag se ueledepuad |  Eip
00'6C6'b¥E'1CB'SE 82'c9 00'¥L¥'828°2¥6'C2 00'000°200 #£8'LE
00°SYL ¥SS 996 ¥Z9 8L'06 00'265'265°096 PPL 00'000°006'S4} ' ¥S5L

Ve ) TL'66 T6'80L°SP0°CZILYL"L 00'989°STT'L88°0S1°L I<¢m<o ITSV NV.1Vd
2(h<m<ozmm

{ 9 s v ¢ z | ‘ |

yesoeq |snquioy cm_mn.mbc OA

Yesoeg xm_nm ue) manvcom

134114 TTOZ t24114
\ses|jeoy % |ses|jeoy uesebb6uy uejen ON

ZZO0Z UIABWIASIAA 1€ A/S TZTOZ IF¥VNANVYSI L0 : 3A0IM3Id

AT ALt st semowast s assns Sna e

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

bldd/ 473

HOOCS- TS

Nﬂoﬂn.ehh.hvn.hmn 00°'001 TP'89Z2°758°L09°09¢€ 00'869°S£6°909°09¢ OLL3N NVVAVIEW3d — ’
00°926 218 L19SEL _|szes  |oo'9sh'99sv8y’S | 00'09Z'ZE0'L6Y'S odwa) unier Buek Buein xouod ueE) uesekequiad | €ZL #
0o 9666 |ooocyesovsey | 00'000°000°6E Y uesseq ueUSWa (1SeIsaaul) [EPOVY UeBLBAUSY zL
ovsseziwneses  |iwes  |ovsosersses |oooszzcozess MYNIVO NVHVNTION3d o
00'9L1°99L 8PS __|8L66  |oo'9sr9eLwevS 00092 Ze028YS o o v deo yesseq ueweluy ueLRquad IEGUD) UBBWISUSY StL
00'455 197 85 091 oo fooo oo = B N webon weequewelug| vz
ie'scooshevseze [00000F | 2v'869°SE6TL00'SSE | 00'869'SE6LO0SIE . it _...lvds) uese€buy uebuniuag yga esis ueeunBbuag 5 e
1€°208°CBCSISCOP __| 00’00t | 2r'vi8°10L'98P°0LE ____|oo'ese'296'86°0LE R U HY¥3vQ zgdw.mm.lm 1”1 M
NVVAVISW3d ]
11'TL8PICYSOL sZ'ss (80'00Z'PLE 6¥Z'66) (00'869°5£6°909'09¢) (L1s1430) 1 SNduUNS
00'S06°0£5°9ZL°4€9°T L2'56 00'C00°CCP'PSC986'Z 00'694°08Z°LVL'YOL'E Y3IASNVYHL NVQ VANVI3E HYIWAPR
00'000°052°099°} zz'86 00'000°0S2°094°Z 00'000°000'002°2 YIISNVHL HYINNP
00'000°052'099°) 22'86 00'000'0S2'094'Z 0o‘'00000000ZZ | eAuuje yesoeQq yejuuswed o) uebuenay uenjueg Jajsues | 129
100'000°052°099"} 7T'86 00'000°052'09b°Z 00'000°000°002°Z NVONVNIN NVNLNVE HIISNVHL 2
YIISNVHL 9
00'506'028'590'9€9°Z L'ce 00'€00°€89'C6)'¥E6°Z 00'691'082°L¥S°TBIC VINYI38 HYINNF
100°PCO'60P 00P 82 05'9¢ 00'PZP'ELL99E'S 00'049'S10'POL VL ____ ebnpsay ey eluepg 1ES
00'¥C0'60P'009" 4T 05'9¢ 00'vZF'CLL'99C°S 00'019°S10' 0LV vONay3L ¥v1 VANVI3E .
00'6SL'2LL'LLY vy'Z8 00'ZS¥' L6P 866 00'000°20Z°44Z°4 eduueq josy elueeg | 928
00'8YZ 1LELE0'} 5556 00'€29°'9€1'80L 00'00L041 402 eAuue dejoy jesy efuejeg | k14
00'L2Z'¥¥S'299'00Z £8'C6 00°'S81'CLY'681°1L2Z 00'¥0Z"L£6'810°68Z uebuuer uep isebuj ‘vejer efuejeg | s
00'6CSZIAEIP'SL 16'16 00'S06'869 LSv'881 00°'18999Z°S¥0'S0Z ueunBueg uep Bunpeg n_c.m_.u
00'¥Zr'9Z6 428 vEL | ceos 00'656'108°C9Z'C6 00'¥82°S56'002Z04 uiseyy uep uejejesed efuejog
oo'oo9zzzOSY . _..|9viS 00°4Z9 yr68ZE L\ 00°'¥95°Z94°108°SZ yeue] efuejo
.mm..,p.mmmmmw.h.mm—.w........;.....,;. 6546 |00'109°255'996'bLS 00'CCE8E9815 P2 -...... vaow vrNv13a|
ovooooseeresy  lee'se  |oooosiosezete 00/005 05829 ¥9 . tersos ueniueg |
,%v...:.m..:n.,}wo.m.. o fVTYe | 00'8ZE 6V ZOT OVL 00'810 865'S6Z'SS - ) T yeam
i _.\%o (%o _ Jeo xﬂl ) ,% o . o .m:,,ﬂ...;w..
00 vy TS LVO'Y av'vs 00064 99C ZOZ ¥ 00'000°000 0S¢ § o0ung
- ) W \ 4 1 c

= L

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

: = 1Ldd/ 4Y5 HOOOSTD=INS

VAYY YWI8

¥09O08 V10X ITYM
TZ0Z 4equasaq | ¢ ‘Jobog

Tq.os.mna.sa.non 000 ve'e908Lyestiol 000 (¥dS) NVHVOONY NYVAVIBW3d HISIT VSIS \ \

,r S S (2 €
1

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

HOOOF- TS

i ™ kL dd/dYS

.on‘.,-.&w,m_o.ﬂ.nﬁw‘-. mowno. U oo.,..nq voo ,_wn g.Z - oo.oo..., nm.». ‘uw,n ...w!_ . gxh nmuﬂ
e 000 000 : B L — , - , . ciomide ] | s
BTrSLeOC TR Y .. 80'%6 0070047891649 _|oo0se8el brPS S .ﬁim‘ €5
L0TOISOPESS 920 L |4696 | 00'6¥6 LL24SPOCT Y .| 00'688 918620822} _. Swoydiems| a5
00'L1€8LLESSOITT ¥996  [00°888'9Zr rS9TA0 4 00°009 2€Z ¥BS 004} - e, (emelog sueag | 45
8Z'0ST'1L6°9ZES0ST 96'96 | 00°126°90C°€Z1'80S°2 oo'eesrs0e’cLLossT - . . 1SVY¥3d4O !.Izﬁml 15

vrNvT3a | s
Z6°Z08°'8S0°S0L°L8LT 66'96 08'6€S°0LS'SLP'L96°T 00'PEL’ITT POL'6SO'E NV1VdVAN3d HYINNF _ "
00'0sZ2'6LrSS |00 [o00 o |000 TR, .o . o i i 224
o e e e SRS . R wquemdepueg| ey
00'0sz6yss  |00% 00'0 . |oo0 . HYS ONYA NVAVJVANId NIVINIV] | 24
00'895€2Z2'9LLE6 88'66 00'929'959'910'8L _ 00'108'LEZ'80L'BL uebuensy uenjueg zoezy
00'666 948 £59'S6Z 61'€6 00'ZZZ'9LE S84 LOE 00°2Z€'185°0Z) 12 psey i6eg ueledepuad LOE2Y
00°£95°0L0'PCP 68€ 86'76 00'8v8°ZL6°40Z 64C 00'£ZL'C18'8ZZ 66 HV¥3vQ ¥VLINV ¥34SNVHL NVLVAVANId €Zy
00°000 $Z¥'90€ ZE 00'004 00'000'¥S2°Z46'S 00'000'¥SZ'Z46'S yesaeq jjuasu) eveq L0zzy
00°000°'¥2¥'90€°ZE 00°004 00'000¥SZ246'S 00'000'¥SZ°Z46S VANNIV = 1VSNd HVANIYIW3d H34SNVEL NVLVIVONId zzy
00'881'692'S9'9.L2 ZZ'16 00'886'L65'SE2 €62 00'00p°p06'809°LOE WIS134 UON - SNSNYy| ISexoly eueq roLZY
00811 1E8IPI 6L SZ'16 00°508'666'96£'SS 00'81€'690°PLE LS W1s14 - SNSNyy| 1sexoy eueq €012y
00'00Z £5€ 659'SPL £6'66 00'€P0'ZE9 POS 264 00'000°£6S £L0°E6L wnwp [sexory eueq zoLey
00°'422°6856LP 91} 66201 00°289°158'502°204 00'650°4SL'4¥Z 66 useHBegeveg| 1012
00'LLZ'6£0°989°LLT'} 0v'66 00'C25°SL0°CPL'CPT’} 00'LLL°b2€°20C°IST’) NVONVEWIYId YNVQ - 1YSNd HYAINIHIWId ¥IISNVHL NVIVAVANId | 1Zy
00'PP8'€CS 92V 659°} ££'86 00'1LE°Z0E°258°829°) 00'006'88C°CYP'959°} YIJISNVYL NVLVAVANId 4
Z6'LLY'9LS BYS OPE 0,608 08'S42°02L'228'S.E 00°00v°4.L0°08S Z¥E yeg 6ue/ gvd uej-uie 1434
00°082'8%0°0L4°2€ 9Z'104 00'SEP°9.L4'096 €€ 00'¥$9°920'6€5'CE ueyyesidig bueA yesoeq ueelexey ueejopbued |iseH ueiedepued ey
00'pLY'828°ZY6'€Z 25'LS 00'8¥S°06€"180°LE 00'S89°CSP '6£0'PS yesaeq (snquiey uejedepuad 2Ly
00°L€S'Z65 096 pyL 97'z6 00'016°08€'€SL'L68 | 00's0L"bEZ'Z0L'ELE yesse( xeled vejedepuag by
T6'80L'SPOCTY LYY’ L 6C'S6 08'894°892'819°8CC"} | oo'veszesroozcory HYY3Va NSY NV1VdVAON3d | 14
ﬁ NViVdVAN3d b
| 9 s v c z b
_wwM_ﬂ_uMam % _meu_n_wMox :nmua%muc( uejeln °N

€202 ¥38W3AS3A 1€ A/S €20Z IIVNNVT 10 - 3A0IH3d
€202 NVHVOONVY NNHVL

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

B _—

bL°dd/ VS HOO0G-TDMS

00°Z9PSP9 PLSTOC 04'001 FC'891°SSS06L°S 00'Z42°9CS'886°P) ) OL13N NYVAVIBN3d ﬂ
oo'esiessverS JAv48 | 0091199 ¥8PS O O YOG UG V) Sting iraiayaing o
oooeresovecy oo fooo . |owo L yemeq uewewag mpom vesvekusg E
00’0 __ |oo0'00t 00'00€"1SZ” mnn 73 __|oo0ocisz9EE 1L 58 veSuepe) eveQ uennuaquagy V2L
00'909°'678°8.8°6 $6'86 00'9Lp°L10'bZ8°9L 00'915°208°2€9°LL HVY¥3Va NYEVNT3ION3d L
00'9£1'992 8PS 8.'66 00'9L1'99L P8P'S 00'092°2€0°L6P'S yesseQ ueweluld UeUaqUd TEQUIS) UEBWLIUIY 61L
000 O0.0 000 00'0 uleq yesae(q yejuuawad - yeseeq cgﬂ?__& ueewuauad SiL
000 00°004 00°00¥'828'S92'SZ 00°'00%"828'$9L'SZ uebuepe) eueq uesreduad (494
00'Z68°8ZL 896 90E 00°004 ¥€'890°'826 09€° 194 00'890°82¥'8SE 9L (VdI1S) uese66uy uebumipad yiga esis ueeunGbusg 17
00'890°S6¥ CSPZIE 66'66 ve'Yr9ZLS 1197264 00'8ZL'8€C"129°Z61 HV¥3VQ NVVWININId ¥}
NVVAVISW3d L
(62°Z£0°'¥EL'Y10°299°L) zs'es (02'695'601'0¥5°19) (00'z1Z°9€5°886°V 1)) (11s1430) / snduns
12'SC8ZELELL 6V Y L'S6 00'601°089°510'620°C 00'0v6'LSL'269'VL)'E YIJISNVYHL Nva VANYIIE HYINNF
00'000°052°091°Z 1g'e8 00'000°052°099°} 00'000°000°0L8"4 YIJSNVUL VINVI3E HYTRNP
00'000°052°094°2 18'88 00'000°052°099'} 00'000'000°048"4 ejoy/uejiednqey yeseeQ Jejue vebuenay uenjueg eluejeg 129
00'000°052°091°Z 18'88 00'000°0527099°} 00'000°000'048°} NVONVNIN NVNLNVE VINVIIE 29
HIISNVHL VINVI3E 9
LZ'SCBTYPBSEIVY'Y ZY'se 00'604'0€6'¥SE"LZ0C 00'0v6°252°2Z8°ZLL'E VINY138 HYINNE
00'PZY ELL'O9E'S 0t'9 00'00% ¥59'990'L 00'051'€551E6'9) ebnpie) ye) eluejeg
00'yZy'C1L99e'S 0’9 00'00¥°$59'990°L 00'054°€55°1€6°9) VONQ¥3L vl <..zﬁw.n
00'ZSy'26v866 v¥'96 | 00'000°2£0 004 o 00'00¥'692°€04 eduue jesy mr,m_..m..m ;
e ‘ ) .w,o.ma,an‘qnm S PORUOELI SO B0 et b bl ik

icc_ﬂ nm_o 1 19y a_..a_om

00EHZ L061Y0WYS aes  oviecnsosce 00'46¢ 128 2Ev 652 o uebuueruepsetu uepr elueog
mv n.a.o‘mmw 15v' 88l —.m..m.o.. 156’ T oooS Mw— '10v'202 . :ncangum nmmxmcsvm.o m‘:m_om
00'LyCTLS 6ZLYEL €L'e6 00°Z€0 nm.m m«m ,s.a. - 00'020°04 ¥ ¥8Y ¥OL ST SRR N ... WIS uED UBIEIRIO -;..._om.
EC'YrO YY6 82T LL €e'CL 1000962544824 | oo-.qumnﬂk-uw1 e . e s oS yeuej ,-.‘m-.on .
091 9SLYOTIC s0's6  |oo'ecsesevores 250962 211°685 O o S s s e T e vaOW vrNv138 |
2 .zn .Sw 92019 - yv'86 00'000 $16 BEY ¥S 00°000 §16 LOE'SS |e1s0s ueniueg
e Wmre—" reer— : :

e i

dai dengan CamScanner

ipin

D

cs



https://v3.camscanner.com/user/download

: p= S . bt/ 475 HODOG-TDHIS
VAYY YIS
¥OO08 V10X ITYM
£20¢ Jequasa( L s0608
fnu.orm.-oi.anv.mmn. 0] 00'0 P1°66S'SYP0SZPS 000 (vdIS) NVHVYOONY NYVAVIBW3d HIB3T VSIS “ M
MR O I (S p 2 ~ ...-... \

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

